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ABSTRACT

Performance Provincial Tourism Office of Riau Islands
(Study: Tourism Department)

SRI TAKARINA
Universitas Terbuka
sirinanari@gmail.com

Purpose this study was conducted to explore employee performance
indicators in order to improve performance public apparatus. Problems arise from
low performance employees who are marked still low attendance of employees on
time and home faster than the standard time that has been determined, but it is still
lack of facilities and infrastructure supporting work.

This research uses descriptive qualitative method which aims to export
performance employees Provincial Tourism Office of Riau Islands, analyzed through
several performance indicators, namely: Objectives, Standards, Feedback, Tools or
Facilities, Competencies, Motives and Opportunities. The purpose of this research
method is to explore the supporting and inhibiting factors application these
indicators. The in-depth interview technique with purposive sampling technique till
to 5 (Five) selected informants.

The results revealed that some indicators of objectives, standards, feedback,
tools or means, competencies, motives and opportunities have not been implemented
optimally. The inhibiting factors include: Standard Operating System (SOP) but not
effective use, low quality of service, unmatched individual workload, low
understanding procedures for use of tools and infrastructure and low responsiveness
employees. From analysis results found that main cause thing is: the limited capacity
civil servants resources owned by the Provincial Tourism Office of Riau Islandsboth
. in terms of quality and quantity. Thus, the low performance of employee causes the
objective of the implementation of the program has not been adequate with the
ability of apparatus to improve the quality of public services in a timely manner in
providing services to the community.

Conclusion that: Not yet the maximum performance of employees in the
Provincial Tourism Office of Riau Islands brings thoughts about efforts to improve
performance through performance indicators for better, more knowing and more
understanding. It is expected that every employee improves the attitude of
commitment will be present on time, discipline and morale. So that ultimately can
improve the performance of the organization effectively and efficiently, as well as
reduced problems that occur in the organization because of low performance issues
can be resolved well too. B

Keywords: Employee performance, Competency, Standard Operational Procedure.



43411.pdf

Abstrak
Kinerja Pegawai Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau
(Studi: Dinas Pariwisata)

SRI TAKARINA
Universitas Terbuka
sirinanari@gmail.com

Tujuan penelitian int dilakukan untuk menggali indikator-indikator kinerja
pegawai dalam rangka peningkatan kinerja aparatur publik. Masalah muncul dari
rendahnya kinerja pegawai yang ditandai masih rendahnya kehadiran pegawai tepat
waktu dan pulang lebih cepat dari standar waktu yang telah ditentukan, selain itu
masih minimnya sarana dan prasarana penunjang kerja.

Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk
mengeksporasi kinerja pegawai Dinas Pariwisata Pemerintah Daerah Provinsi
Kepulavan Riau, dianalisis melalui beberapa indikator kinerja yaitu: Tujuan, Standar,
umpan balik, Alat atan Sarana, Kompetensi, Motif dan Peluang. Tujuan metode
penelitian ini untuk meneskplorasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dan
penerapannya beberapa indikator tersebut. Adapun teknik wawancara mendalam
dengan teknik purposive sampling kepada 5 (Lima) informan terpilih.

Hasil penelitian terungkap bahwa beberapa indikator tujuan, standar, uvinpan
balik, alat atau sarana, kompetensi, motif dan peluang belum dilaksanakan secara
maksimal. Adapun faktor-faktor penghambatnya antara lain: Standar Operasional
Sistem (SOP) namun tidak efektif digunakan, rendahnya kualitas layanan, belum
sesuainya beban kerja individu, rendabnya pemahaman prosedur penggunaan alat
dan prasarana dan rendahnya responsivitas pegawai. Bardasarkan basil analisis
ditemukan penyebab utama dari hal tersebut yaitu: masih terbatasnya kapasitas
sumber daya Pegawai Negeri Sipil yang dimiliki Dinas Pariwisata Provinsi
Kepulauan Riau baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.Dengan demikian,
rendabnya kinerja pegawai menyebabkan tujuan pelaksanaan program belum
memadai dengan kemampuan aparatur untuk peningkatan kualitas pelayanan publik
yang tepat waktu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kesimpulan bahwa: Belum maksimalnya kinerja pegawai di Dinas Pariwisata
Pemda Provinsi Kepulauan Riau berbuah pemikiran tentang upaya peningkatan
kinerja melalui indikator-indikator kinerja agar lebih baik, lebih mengerti dan lebih
memahami. Maka diharapkan setiap pegawai meningkatkan sikap komitmen akan
hadir tepat waktu, sikap disiplin dan semangat kerja. Sechingga akbirnya dapat
meningkatkan kinerja organisasi dengan efektif dan efisien,serta berkurangnya
masalah yang terjadi pada organisasi karena masalah rendahnya kinerja dapat teratasi
dengan baik pula.

Kata Kunci: Kinerja pegawai, Kompetensi, Standar Operasional Prosedur.

—— —
————




43411.pdf

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul
Kinerja Pegawai Pemerintal Daeralr Proviusi Kepulauan Riau
(Studi : Dinas Pariwisata) adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber
yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.
Apabila dikemudian hari temyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka

saya bersedia menerima sanksi akademik.

Batam, Oktober 2017

NIM. 500628168

saa




43411.pdf

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama : Sri Takarina

NIM : 500628168

Program Studi : Administrasi Publik

Judul TAPM : Kinerja Pegawai Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

(Studi : Dinas Paiwisata)
Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM)
Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :
Hari/ Tanggal : Sabtw/ 09 Desember 2017
Waktu : 11.00-12.30

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji Tanda

Nama : drh. Ismed Sawir, M.Sc, O
Penguji Ahli
Nama : Prof. Dr. Chanif Nurcholis, M.Si.  ....._~=X"Y......

Pembimbing 1

Nama : Dr. Zulmasyhur, M.Si.
Pembimbing II

Nama : Dr. Zainur Hidayah, S.Pi., M.M.




43411.pdf

PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Kinerja Pegawai Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau
' (Studi : Dinas Paiwisata)
Penyusun TAPM : Sri Takarina

NIM : 500628168
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Hari/ Tanggal : Sabtu/ 09 Desember 2017

Menyetujui :

Pembimbing I1, PembW

. ur Hidavah, S.Pi., M.M. r. Zulmasyhur, M.Si.
NIP. 19690313 200501 1 001 NIP. 0107140838

Penguji Ahli

‘Dr. Chanif Nurcholis, M.Si
NIP. 195902021992031002

Mengetahui,

Program Administrasi Publi

b

Dr. Darmanto, M.Ed

NIP. 19591027 198603 1 003




|

43411.pdf

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah rahmat
dan inayahnya kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan TAPM yang berjudul
“Kinerja Pegawai Pemerintah Daerah Provinsi Kepulanan Riau (studi :

Din’as Pariwisata)”. Serta shalawat beriring salam penulis ucapkan kepada

| ‘junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membuka mata hati dan

pikiran akan pentingnya ilmu pengetahuan.

TAPM ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk
'memperoleh gelar Magister S2 Ilmu Administrasi Publik di Program Pascasaljana
Administrasi Publik Universitas Terbuka. Ketika proses pelaksanaan penyusunan
TAPM ini berlangsung, banyak pihak yang telah membantu penulis baik langsung
maupun tidak langsung. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis ingin
menyampaikan ucapan syukur dan terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. Ojat Darajot, M.Bus., Ph. D_, selaku Rektor Universtas Terbuka

2. Bapak Dr. Liestyodono Bawono Irjanto, M.Si Selaku Direktur Program
Pascasarjana Universitas Terbuka.

3. Bapak drh. Ismed Sawir, M.Sc selaku Kepala UPBJJ UT Batam.

4. Bapak Dr. Darmanto, M.Ed Selaku Ketua Bidang Ilmu Administrasi Program
Administrasi Publik.

5. Bapak Dr. Zulmasyhur, M.SiSelaku Pembimbing I yang berkenan
meluangkan waktu, membimbing dan memberi arahan kepada penulis dari

proses awal hingga terwujudnya tesis ini.

vii




10.

11.

12.

13.

43411.pdf

Bapak Dr. Zainur Hidayah, SPi Selaku Pembimbing II yang berkenan
meluangkan waktu, membimbing dan memberi arahan kepada penulis darim
proses awal hingga terwujudnya TAPM ini.

Bapak Drs. Buralimar, M.Si. Selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi
Kepulavan Riau yang telah banyak memberikan informasi terkait penelitian
Bapak Agusnawarman, M.Si. Selaku Sekvetaris Dinas Pariwisata Provinsi
Kepulauan Riau yang telah banyak memberikan informasi terkait penelitian
Kedna Orang tua ayah Achmad karto Sentiko dan ibu . Hj. Aisyah, serta
saudara-saudara ku yang telah memberikan dukungannya.

Suami tercinta Silusman yang telah memberikan izin dan motivasi untuk saya
melanjutkan pendidikan ini, serta buah hatiku M. Irkamfarsha El-Qudshi dan
M. Kean El-Qudshi yang selama ini telah memberikan doa dan dukungan
baik moral maupun material.

Seluruh Bapalk/Ibu Dosen, khususnya kepada Dosen Jurusan Imu
Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Terbuka yang telah
memberikan ilmu dan pengetahuan selama proses perkuliahan.

Seluruh Pegawai/ Staf Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau yang telah
banyak memberikan informasi terkait penelitian ini.

Teman-teman MAP se-angkatan yang telah bersama sama berjuang dari awal
perkuliahan hingga selesai. |

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, penulis berdo’a semoga amal

baik yang telah diberikan mendapat ridho dan pahala dari Allah SWT. Penulis

viii




43411.pdf

menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam tesis ini mengingat tenaga,
ilmu penulis, serta keterbatasan waktu. Oleh karena itu, penulis mengharapkan
kritik dan saran yang bersifit membangun demi kesempurnaan tesis ini.

Sebelumnya penulis mengucapkan terima kasih. Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Batam,  Oktober 2017

SRI TAKARINA
NIM.500628163




43411.pdf

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Nama : Sri Takarina
NIM : 500628168
Program Studi - Administrasi Publik
Tempat/ TanggalLahir : Meral Karimun/ 18 September 1982

RiwayatPendidikan

Lulus SDN 007 Tg. Balai Karimun Tahun 1994

Lulus SMPN 1 Tg. Balai Karimun Tahun 1997

Lulus SMAN 3 Rengat Barat Tahun 2000

Lulus S1 Unmiv Lancang Kuning Pekanbaru Tahun 2005

Riwayat Pekerjaan

Tahun 2000 s/d 2007 Staf di Bagian Umum Pemerintah Kabupaten Karimun
Tahun 2007 s/d 2008 Staf di Badan Pemberdayaan Perempuan
Pemerintah Kabupaten Karimun

Tahun 2008 s/d 2010 Staf & Bagian Perlengkapan
Pemerintah Kabupaten Karimun _
Tahun 2011 s/d 2012 Staf di Dinas Sosial Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2012 s/d 2016 Kasubbag Rumah Tangga Gubernur pada Biro Umum
Pemerintah Provinsi Kepulaunan Riau ( Oktober 2012 s/d November 2016 )
Tahun 2016 Kasubbag Pendistribusian dan Penyimpanan Barang pada Biro
Perlengkapan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (November 2016 s/d
Januari 2017)

Tahun 2017 Kasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dinas Pariwisata
Pemprov Kepulauan Riau

Batam, Oktober 2017
Peneliti

Sri Takarina
NIP. 500628168



43411.pdf

DAFTAR ISI
ABSTRAK ...ttt e s st ar s s s st ssesoeneane s s se s sasnnens i
LEMBAR PLAGIASLL. ...ttt ens st en e eaes s ea e it
LEMBAR LAYAK ULttt e e ev s e v
LEMBARPENGESAHAN ........ccoocemmmcmmrinranimerssassssenssosmsssesssssssssessssesrssssssssossons v
LEMBARPERSETUJUAN.......ccooiiicrecrrecee st ee s ceererees et raneas vi
KATA PENGANTAR .....ooccoeemeoresaoreaoesseesessessssseess s seeee e vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.........oosoiivier oo osssgosscsseos s s sesecesssssssnees e x
DAFTAR ISL....oooororovuememmmmmnnnessseeessssass s sssesscsssssssssssssssmasssesssssoeesssssessssmmnsnsssones xi
DAFTAR GAMBAR.........ooo e eev et b s e st s b ar e b eenses xiii
DAFTAR TABEL ...ttt sessas e sssasre s s saessasnssa et nre s nne e Xiv
DAFTAR LAMPTIRAN ..ot iercctrecc et stetecsnsss s sassssveaesesenasen s bt seseas XV
LEMBAR PERSETUJUAN ARTIKEL ........ccooniiierererre v sese e aresiensnens xvi
BAB L PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalahi................cccoecovicireveneerieeere st enesessnnns 1
1.2, Perumusan Masalah ...........cccovoveroroireiiieiecentse et ssasneseenns 6
1.3, Tujuan Penelitian ........c.ooeerveeeiecee et eaea e e aen 6
1.4. Kegunaan Penelitian ..........cccooveiriiiriieniinicieeecrseeee e vess s s s saeneas 7
BAB I1.LKAJIAN PUSTAKA
2.1. Penelitian Sebelumnya ............... et eeserne s aas e at et eat e pen e se s e er g s e baatan 8
2.2. Pengertian Kinerja Sektor Publik...........ccoveoeirmncrnennrece s v 14
2.3, Kriteria KeNeIJa. .. ccveverireeeeeerreenereeesrvensesnseessnesnasesre e anscssenen sassessssasasien 23
2.4, Faktor Mempengaruhi Kilerja.......cccevrcnremmieecrenessenstsenseseecensensssessisseses 25
2.5. Penilaian Kinerja PeGawai.......cc..cccveeruererrernennennrsnesesenriscasesnstenesoresessnesans 35
2.6. Kerangka Pemikiran ..................................................................................... 43
BAB IILMETODE PENELITIAN
3.1. Desain Penelitian ..........cccoccrceereneinnsiniemsnnscisssssanessssssssesssesnssnssisassassanens 45
3.2. SUMBET INFOMMASL.....cccerereierrceirecrecereereeesessemssnseesssenscensesessesenessssesssoanseest 46
3.3. Proses Pengumpulan Data..........cccocueeiiersrcninmarserssiesracseesisncnsossrsasssesnssess 47

Xi




43411.pdf

‘ 3.4. Teknik Pengolahan dan Analisa Data..........ccceeoveeeiereiccccccrcer e e 49
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Dinas Pariwisata Provinsi Kepri.......cooooeooiieiccccenecreeiirenn, 51

4.2, Hasil Penelitian ..........oceevvmeireeceseeeiete st ce e seetea et enes s e s vesnenes 54

4.2.1. Indikator TUJUAIL ...c.c.ovetireeeirs ettt e evet e cee e reevassrnnnes 54

4.2.2. Indikator Standar...........ccccvemmrinrceeienrnrrs s enennes 59

4.2.3. Indikator Umpan Balik ........ccccoereoeeirereiciiceeeeceene e reeenenn 04

4.2.4. Indikator Alat atau Sarana...........cccoceecvveciriccemennns et reaes 68

4.2.5. Indikator KOMPEtensi............ S, 1)

4.2.6. Indikator MOtf ... ..ottt et res e en st eaes 76

4.2.7. Indikator PEIUANG..........ccc..ceieeererenreeieereceeereeesenseeserreseetararscsessanaes 82

4.3. Pembahasan..........coveeeirreerceeeccecec et a e anens 87

. 4.3.1. Kualitas KeTja .......ccooerveeiereirecceericnncrisrcn et sereneecevenaecsen s 93

4.3.2. Kuantiftas KerJa .......cooiircecreeececraencesesere e ceesesese e sae e seracaseseasenes 93
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KeSIMPUIAN ..ottt st st 98

5.2 ST ...ttt s ses st e et s ettt et ke s et s ecs s ne e 99

DAFTAR PUSTAKA ...ttt seoearcsetsees s e cnc e sae sesmenst senasaas sosessansnsasss 100

xii




43411.pdf

DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1. IndiKator KINEIIA ........vecueuiermnirs ettt s e 32
Gambar 2.2. Kerangka PEmIKiTan. ..o ecaiveeesnrermcosmemsssssss st 44
xiii



43411.pdf

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Rekapitulasi Kinerja Pelayanan PEgawai ......coveicsmmmsiisssssnnrnssciees

Tabel 4.1. Checklist Observasi

Xiv




43411.pdf

DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Lembar WAWANCATA. ... wcueerseresseisscssemssssssssssssso s e soss s 106
Lampiran 2 Dokumentasi WaWanCara........coo.sesressesescsrissmssimsnmssanssecsssens: rereaneaeeanecees 114




43411.pdf



43411.pdf



43411.pdf



43411.pdf



43411.pdf



43411.pdf



43411.pdf



43411.pdf



43411.pdf



43411.pdf



43411.pdf



43411.pdf



43411.pdf



43411.pdf



43411.pdf



43411.pdf



43411.pdf



43411.pdf



43411.pdf



43411.pdf



43411.pdf



43411.pdf



43411.pdf



43411.pdf



43411.pdf



43411.pdf



43411.pdf



43411.pdf



43411.pdf



43411.pdf



43411.pdf



43411.pdf



43411.pdf



43411.pdf



43411.pdf



43411.pdf



43411.pdf



43411.pdf



43411.pdf



43411.pdf



43411.pdf



43411.pdf



43411.pdf



43411.pdf



43411.pdf



43411.pdf



43411.pdf



43411.pdf



43411.pdf



43411.pdf



43411.pdf

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau

Provinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomeor
25 tahun 2002 merupakan Provinsi ke-32 di Indonesia yang mencakup Kota
Tanjungpﬁmng, 'i(ota Batam, Kabupaten Biiltan, Kabupaten Karimus, Kabupaten
Natuna, Kabupatel; Lingga dan Kabupaten Anambas. Secara keseluruhan Wilayah
Kepulauan Riau terdiri dari 5 Kabupaten dan 2 Kota, 42 Kecamatan serta 256
Kelurahan/Desa dengan jumlah 2.408 pulau besar dan kecil dimana 40% belum
bernama dan berpenduduk. Adapun luas wilayahnya sebesar 252.601 Km2, di
mana 95% - nya merupakan lautan dan hanya 5% merupakan wilayah darat,
dengan batas wilayah sebagai berikut :
- Utara dengan Vietnam dan Kamboja
- Selatan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi
-  Barat dengan Singapura, Malaysia, dan Provinsi Riau
- Timur dengan Malaysia, Brunei, dan Provinsi Kalimantan Barat

Dengan letak geografis yang strategis (antara Laut Cina Selatan, Selat
Malaka dengan Selat Karimata) serta didukung potensi alam yang sangat
potensial, Provinsi Kepulauan Riau dimungkinkan untuk menjadi salah satu pusat
pertumbuhan ekonomi bagi Republik Indonesia dimasa depan. Apalagi saat ini
pada beberapa daerah di Kepulauan Riau (Batam, Bintan, dan Karimun) tengah
diupayakan sebagai pilot project pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus

(KEK) melalui kerjasama dengan Pemerintah Singapura.
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Penerapan kebijakan KEK di Batam-Bintan-Karimun, merupakan bentuk
kerjasama yang erat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan
partisipasi dunia usaha. KEK ini nantinya merupakan simpul-simpul dari pusat
kegiatan ekonomi unggulan, yang didukung baik fasilitas pelayanan prima
maupun kapasitas prasarana yang berdaya saing internasional. Setiap pelaku usaha
yang berlokasi_di dalamnya, akan memperoleh pelayanan dan fasilitas yang
mutunya dapaf bersaing dengan praktik-praktik terbaik dari kawasan sejenis di
Asia-Pasifik.

Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas
pembantuan di bidang Pariwisata sesuai dengan lingkup tugasnya. Dalam
melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau
mempunyai fungsi:

1) Pengelolaan kegiatan kesekretariatan meliputi keuangan, umum dan
kepegawaian;

2) Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengembangan destinasi dan
industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan
kelembagaan pariwisata, dan pengembangan ekonomi kreatif;

3) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan
destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata,

pengembangan kelembagaan pariwisata, dan pengembangan ekonomi kreatif:
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4) Pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan perintisan daya tarik

5)

wisata dalam rangka pertumbuhan dan pengembangan destinasi pariwisata

daerah serta peningkatan kualitas dan daya saing pariwisata;

Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan

pemerintahan daerah di bidang pengembangan destinasi dan industri

pariwisata, pengembangan  pemasaran  pariwisata, pengembangan

kelembagéan pariwisata, dan pengembangan ekonomi kreatif;

a.

b.

Pembinaan administrasi di lingkungan dinas;

Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung
jawab dinas;

Penyelengéaraan pengawasan dan pengendalian tugas di lingkungan
dinas;

Pelaksanaan pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di
bidang pariwisata;

Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah;

Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata
skala prioritas;

Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi
mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi

insan/lembaga yang berjasa di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif} '

. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup

tugasnya, dan

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh gubernur.
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B. Hasil Pene¢litian

Hasil penelitian ini didasarkan pada cheklistobservast dan wawancara yang
dilaksanakan di Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau yang dilaksanakan
selama 2 (Dua Bulan) sebagaimana terlihat dalam lampiran. Pemetaan hasil
observasi sesuai dengan kinerja pegawainya yang merupakan suatu hasil kerja
yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya, sesuai
dengan staxid;ir kriteria yang diteﬁpkm .dalam pekerjaan itu. Hasil Kerja yang
dicapai ini akan menghasilkan suatu kepuasan kerja yang nantinya akan
berpengaruh pada tingkat imbalan.Svatu kinerja individu dapat ditingkatkan
apabila ada kesesuaian antara pekerjaan dan kemampuan.

1. Indikator Tujuan

Indikator-indikator ini diawali dengan melakukan observasi dan melihat
aktivitas pegawai dalam penyelesaian pekerjaan sesuai dengan waktu yang
ditentukan. Jam masuk pegawai dimulai dari apel pagi 07:00 WIB dengan selesai
pada jam 16:00 WIB. Salah satu pegawai terlihat dalam Penyelesaian pekerjaan
memiliki StandarOperasionalPegawai (SOP) yang jelas. Sebagai contoh:
Pengajuan pencairan kegiatan, seandainya berkas administrasi permintaan sudah
lengkap,maka proses pembuatan SPP dan SPM paling lama 2 Hari Kerja.

Selanjutnya dari Kabid Pengadaan, Informasi Kepegawaian dan Penilaian
Kerjapada Badan Kepegawaian Pengelola Sumber Daya Manusia diperoleh hasil
bahwa penyelesaian pekerjaan sudah sesuai dengan waktu yang ditentukan. Hal _

ini dapat dilihat dari Sasaran Ketja_ Pegawai (SKP) Dinas Pariwisata Provinsi

Kepulauan Riau bahwa target pencapaian kinerja yang dirancang diawal tahun
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tercapai dengan baik. Namun, dalam pelaksanaannya ternyata masih ditemukan
adanya ketidaksesuaian pembebanan pengeluaran atau belanja yang ditentukan,

Berdasarkan data rencana strategis Dinas PariwisataProvinsi Kepulaunan
Riau tahun 2017 diketahui bahwa kurang efisien dan efektifnya kinerja pegawai
dapat dilihat dari: (a) dengan dilaksanakan otonomi daerah, peagelolaan kekayaan
budaya oleh daerah menjadi kurang maksimal yang disebabkan antara lain oleh
masalah kemampuan sumber daya manusia, kapasitaé sumber daya dan pendanaan
yang terbatas; (b) kompetensi dan kualitas sumber daya manusia masih perlu
ditingkatkan agar mampu melaksanakan program secara optimal dengan
kompetensi pelayanan publik yang tinggi.

Di SubBagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pariwisata Provinsi
Kepulauan Riauterlihat adanya penyelesaian pekerjaan sudah sesuai dengan target
waktu (efektif) yang ditentukan oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan
Riaudan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, yaitu dari jam 07:00-16:00.
Khususnya pegawai di Dinas Pariwisata penyelesaian pekerjaan sudah
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya (efisien) sesuai dengan tupoksi disetiap
bidang masing-masing.

Indikator tujuan di Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau sangat
tergantung dari efektivitas dan efisiensi ketja pegawai Dinas Pariwisata Provinsi
Kepulauan Riauyang secara normatif sudah sesuai, akan tetapi tergantung pada
jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. Contoh target kegiatan Bulan April namun
kondisi keuangan dan waktu, karena pekerjaan di Pariwisata sesuai dengan

Renstra yang telah diatur. Pegwai bekerja arahnya untuk mendukung Dinas
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Pariwisata, begitu juga unit kerja yang lain yang ada di lingkungan Dinas

Pariwisata. Sudah menjadi tugas kami sebagai pegawal untuk mendukung

organisasi, juga setiap tugas unit kerja yang lain sesuai dengan pembagian kerja
yang telah ditentukan.

Di Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan
kerjasama antar pimpinan dengan pegawai d,ansejumlah'orang yang melakukan
tug.;ﬁls dan pekeljaan-ﬁekerjaaﬁ tertentu untuk masin?,—maéing (;ran g atau kelompok
orang secara rasional dan non pribadi untuk mencapai suatu tujuan. Struktur
organisasi adalah suatu susunan yang terdiri dari fungsi-fungsi dan hubungan-
hubungan yang menyatakan keseluruhan kegiatan untuk mencapai suatu sasaran.
Dengan demikian setiap unit kerja merupakan suatu sarana dari manajemen Dinas
Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau dalam usaha mencapai tujuan yang telah
ditentukan terlebih dahulu.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian terus berupaya
meningkatkan kinerja meskipun terkadang ada saja penyelesaian pekerjaan yang
menuntut waktu yang cukup banyak. Tapi meskipun demikian kami terus
memberikan yang terbaik bagi unit kerja kami. Pernyataan ini senada dengan
pernyataan dari salah seorang Kasubag Umum dan Kepegawaian, yang
mengatakan bahwa: selama ini kami cukup dibantu oleh pegawai dari unit kerja
lain, kalau bisa kinerjanya dipertahankan, bahkan ditingkatkan lagi. Hal ini tentu

saja terkait dengan realiasi peningkatan kualitas dukungan terhadap pelaksanaan

fungsi unit kerja.




43411.pdf 37

Berdasarkan observasi di lapangan, peneliti mencatat masalah penting
terhadap faktor kinerja pegawai di Dinas Pariwisata Provinsi Kepulavan Riau,
yaitu masih rendahnya kinerja aparatur di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi
Kepulauan Riau disebabkan oleh ketidakpahaman dan ketidaktahuvan pegawai
terhadap ketersediaan Standard Operating Procedur (SOP) yang telah ada. Hal ini
dilihat dari beberapa individu merasa belum bisa mengatur j adwal sesuai dengan
apa yang akan dilakukan, misalnya saj'a; memakai agenda. Su(iaii tertulis pada hari
senin misalnya aparatur harus mengerjakan sesuatu dan harus selesai pada sore
harinya, ternyata ada beberapa sebab yang yang menjadi masalah untuk mencapai
target tersebut, baik itu yang kita bentuk sendiri sebagai upaya rasionalisasi atau
secara nyata terdapat halangan. Mungkin kurang disiplin, kurang motivasi, dan
kurang gigih untuk mencapainya.

Pada dasarnya hal-hal tersebut merupakan pemicu kegagalan untuk
mencapai target-target tujuan yang akan kita capai atau yang kita inginkan.
Seringnya seseorang menganggap remech suatu persoalan atau menunda-nunda
pekerjaan, hingga terlena dan akhimya pada waktu yang ditentukan selalu
mengerjakan dengan terburu-buru dengan hasil yang tidak maksimal Kadang
seseorang harus mengorganisasikan kembali persepsinya bahwa ketepatan
penggunaan waktu dan penyelesaian tugas yang maksimal tanpa tergesa
merupakan pencapaian target tujuan yang ditentukan, walaupun sulit sekali untuk

mendisiplinkan diri bagi orang-orang yang sudah terbiasa dengan ritme kerja yang

lamban. Ada upaya dari dalam diri yang mengatakan harus mengerjakan sesuatu
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dengan cepat, tetapi betapa lebih besarnya godaan dari bistkan dalam diri negatif
mengatakan sebaliknya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur
Sipil Negara menegaskan bahwa pegawai negeri adalah sebagai unsur aparatur
negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara
profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara,
pemerintahan dan pembangunan. Seiring dengan hal fersebﬁt di atas; dalam
rangka menghadapi Otonomi Daerah, pegawai negeri merupakan penggerak dari
pembangun_an, aparatur pemerintah yang ada pada hakekatnya merupakan upaya
pembinaan, penyempurnaan dan penpertiban yang ditujukan untuk lebih
meningkatkan kemampuan dan pengabdian tugas-tugas, memiliki disiplin yang
tinggi, kemampuan yang professional, wawasan pembangunan dan semangat
pengabdian yang tinggi terhadap masyarakat, bangsa dan tanah air.

Upaya untuk menciptakan pegawai yang berdaya guna dan berhasil guna
dalam suatu organisasi dibutuhkan svatu unit kerja khusus yang menangani
kepegawaian ini. Dalam organisasi yang relatif kecil dan sederhana di mana
jumlah pegawainya juga relatif kecil, maka iasanya penyelenggaraan tugas
pembinaan pegawai dilakukan langsung oleh manajer atau pimpinan kantor
tersebut. Namun jika organisasi itu besar dengan lingkup tugas yang luas, maka
tugas-tugas pembinaan kepegawaian ditangani secara khusus oleh departemen
atau unit kerja yang menangani masalah pegawai. Dalam organisasi formal unit
atau departemen tersebut biasanya dikenal dengan nama unit atau departemen

kepegawaian.




43411 pdf 39

Tercapainya tujuan lembaga atau organisasi hanya dimungkinkan karena
upaya para pelaku yang terdapat dalam organisasi lembaga tersebut. Dalam hal
ini terdapat hubungan yang erat antara kinerja perorangan dengan kinerja
organisasi, dengan perkataan lain bila kinerja pegawai baik, maka kemungkinan
besar kinerja lembaga juga baik Kinerja seorang pegawai akan baik bila dia
mempunyai keahlian (skill) yang tinggi, bersedia bekerja karena digaji atau diberi
upah Sesuai'ﬂéngan pérjanjia'n serta mémpunyai harapan masa dépan lebih baik.
Mengenai gaji dan adanya harapan merupakan hal yang menciptakan motivasi
seorang pegawai bersedia melaksanakan kegiatan kerja dengan kinerja yang baik.
Bila sekelompok pegawai dan atasannya mempunyai kinerja yang baik, maka
akan berdampak pada kinerja lembaga yang baik.

Pegawai Negeri Sipil sebagai aset sumber daya terpenting organisasi
publik merupakan komponen penentu keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.
Perhatian terhadap pegawai sudah selayaknya diberikan sehingga dapat
merangsang hasratnya untuk lebih berprestasi. Apabila pembinaan pegawai
dilakukan secara baik, maka akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja

pegawai, yang pada akhirnya tujuan organisasi tercapai dengan optimal.

2. Indikator Standar
Berdasarkan data Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Rian 2017
diketahni bahwa rendahnya kinerja pegawai dapat dilihat dari belum optimalnya

implementasi pedoman, standar, prosedur dan kriteria di bidang pariwisata karena

keterbatasan sumber daya di daerah, di tengah tingginya tantangan terhadap belum
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maksimalnya kegiatan pelestarian kekayaan budaya baik yang tangible dan
intangible, serta masih lemahnya apresiasi dan kecintaan terhadap budaya dan
produk daerah, antara lain karena kurangnya informasi. Dar Kepala Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian ditemukan bahwa setiap organisasi bagaimanapun
bentuk dan apapun jenisnya, membutuhkan sebuzh pandvuan untuk menjalankan
tugas dan fungsi setiap elemen atau unit perusahaan. Standar Operasional
Prosedur (SOP) disini, digmak@ pegaﬁai agar memudéhkaﬂ,:ﬁxerapikan dan
menertibkan pekerjaan. Sistem ini berisi urutan proses melakukan pekerjaan dari
awal sampai akhir. Namun SOP organisasi memang sudah ada tetapi belum semua
dibuat dan sebagian besar pegawai kurang melaksanakan SOP yang sudah
dinyatakan dalam Pedoman Teknik Pelaksanaan Kerja.

Pernyataan ini senada dengan pernyataan dari salah seorang staff, yang
mengatakan bahwaKami memang melaksanakan SOP yang umumnya sudah ada
tetapi kadang tidak semua prosedur SOP kami lakukan. Hal ini tentu saja terkait
dengan realiasi peningkatan kualitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi unit
kerja. Namun, sebagian pegawai belum bisa mengarahkan petugas/pegawai untuk
sama-sama disiplin dalam bekerja bahan SOP belum bisa dijadikan sebagai
pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin.

Sebagian besar pegawai yang berada di unit kerja Dinas Pariwisata
Provinsi Kepulauan Riau kurang memahami dan/atan mengetahui akan peran dan
keberadaan sebuwah SOP bagi kelancaran penyelenggaraan tugas kerja, sehingga
mengakibatkan kendala dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebenarnya Dinas Pariwisata telah memiliki dan mengembangkan berbagai
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pranata kerja sebagai pedoman pelaksanaan sistem pendukung kedewanan, baik
yang tertuang dalam bentuk Standard Operating Procedure (SOP) maupun dalam
bentuk pedoman terkait dengan pembinaan pegawai untuk meningkatkan
efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas Dinas Pariwisata Provinsi
Kepulauan Riau.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Pariwisata Provinsi Kepulavan Riau
telah memiliki pedoman penyusunan standar operasional prosedur dan pﬁon’tas
standar operasional prosedur yang diarahkan pada kegiatan yang secara langsung
mendukung kebutuhan dan kepentingan pegawai dalam meningkatkan kinerjanya.
Adapun untuk tahun 2017, standar operasional prosedur masih dalam proses
penyesuaian dengan struktur organisasi. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan
standar operasional prosedur perlu dilakukan koordinasi yang baik antar unit kerja
agar dapat dihindari tumpang tindih dan kesalahan prosedur dalam melaksanakan
tugas dan kejelasan tanggung jawab, serta memberikan informasi yang diperlukan
dalam menyusun standar pelayanan sehingga dapat menciptakan efisiensi dan
efektivitas kinerja organisasi. Dalam dokumen Dinas Pariwisata Provinsi
Kepulauan Riau, standar operasional prosedur telah dibuat dengan tujuan
1. Untuk menjaga konsistensi tingkat penampilan kinerja atau kondisi tertentu

dan kemana pegawai dalam melaksanakan sesuatu tugas atau
pekerjaantertentu.
2. Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu bagi sesama pegawai, dan

pengawas.
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Untuk menghindari kegagalan atau kesalahan (dengan demikian menghindari
dan mengurangi konflik), keraguan, duplikasi serta pemborosan dalam proses
pelaksanaan kegiatan.

Merupakan parameter untuk menilai mutu pelayanan.

Untuk lebih menjamin penggunaan tenaga dan sumber daya secara efisien
dan efektif. |
Untuk menjelaskan aiur'mgas, wewenang dan ianégung jawab dari pegaw
yang terkait.

Sebagai dokumen yang akan menjelaskan dan menilai pelaksanaan proses
kerja bila terjadi suatu kesalahan atau dugaan mal praktek dan kesalahan
administratif lainnya.

Sebagai dokumen yang digunakan untuk pelatihan.

Sebagai dokumen sejarah bila telah di buat revisi standar operasional
prosedur yang baru.

Dalam Permenpan Nomor: PER/21/M-PAN/11/2008 juga telah dijelaskan

bahwa SOP memiliki manfaat bagi organisasi Administrasi Pemerintahan, antara

lain;

a.

Sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan

pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian.

. Standar operasional prosedur membantu staf menjadi lebih mandiri dan tidak

tergantung pada intervensi mavajemen, sechingga akan mengurangi

keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari.
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¢. Meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab
khusus dalam melaksanakan tugas.

d. Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara
konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang
telah dilakukan, | |

e. Menciptakan bahan-bahan training yang Vdapat membantu pegawai baru untuk
cepat melakukan fugasnya. | -

f. Menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik.

2. Menyediakan pedoman bagi setiap pegawat di unit pelayanan dalam
melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari.

h. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan.

i. Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam
memberikan pelayanan. Menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam
berbagai situasi.

Oleh karenanya, setiap pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau
harus mengetahui dan memahami sebuah Standard Operating Procedur (SOP)
secbagai dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara
kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk
memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang
serendah-rendahnya. Dengan memahami standar operasional prosedur, pegawai
dapat merapikan dan menertibkan pekerjaan, karena standar operésional prosedur

berisi urutan proses melakukan pekerjaan dari awal sampai akhir,
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Lebih jauh dapat diuraikan bahwa setelah dilakukan analisis, diketahui
bahwa permasalahan kinegja pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau
discbabkan oleh ketidakpahaman dan ketidaktahuan pegawai terhadap
ketersediaan standar operasional prosedur yang telah ada. Scbagian besar pegawai
Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau kurang memahami dan/atau
mengetahui akan peraﬁ dan keberadaan sebuah standar operasional prosedur bagi
keiﬁncaran' penyelenéﬁaraan tugas, sehingga niengakibatkan kendala dalam proses
dukungan peran dan tugas kerja.

Selain itu Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau telah memiliki dan
mengembangkan berbagai pranata kerja sebagai pedoman pelaksanaan sistem
pendukung organisasi, baik yang tertuang dalam bentuk standar operasional
prosedur maupun dalam bentuk pedoman yang terkait dengan pembinaan pegawai
untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas
Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karenanya, agar setiap pegawai
dapat mengetahui dan memahami sebuah standar operasional prosedur maka
diperlukan sosialisasi dan/atau pelatihan kepada setiap unit kerja agar dapat
dihindari tumpang tindih dan kesalahan prosedur dalam melaksanakan tugas dan

kejelasan tanggung jawab.

3. Indikator Umpan Balik
Mengevaluasi kualitas layanan, tanggapan dan pendapat publik sangat
penting untuk dijadikan pertimbangan dalam rangka meningkatkan kinerja

organisasi. Maksudnya, untuk mengetahui tingkat kualitas layanan dapat
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mempertimbangkan peran pegawai sebagai penerima pelayanan dalam merespon
pelayanan yang diberikan kepada mereka, baik sebelum, dalam proses, atau
setelah pelayanan itu diberikan.

Evaluasi kualitas layanan unit kerja sangat berperan dalam mendukung
peran dan fungsi Dinas Pariwisata. Berdasarkan wawancara dengan Kabid
Pengadaan, Informasi Kepegawaian dan Penilzian Kerja BKPSDM dan Kepala
" Sub Bagian Umum dan 'Képegawaian Dinas i’ariwéiéafa Provinsi Kepulauén Riau
didapatkan informasi bahwaEvaluasi kualitas layanan unit kerja sudah cukup baik
dalam mendukung peran dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau.
Hal ini senada dengan pernyataan Kepala Sub Bagian lainnya, yang intinya
menyatakan bahwa evaluasi tugas pokok dan fungsi kami sudah dilakukan secara
rutin untuk mendukung Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau.

Pernyataan tersebut juga didukung oleh beberapa Staff Dinas
PariwisataProvinsi Kepulauan Riau, yang intinya mengemukakan bahwa:Evaluasi
pelayanan setiap unit kerja sudah cukup baik untuk mendukung peran dan fungsi
Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, tetapi masih ada beberapa kendala
dalam pelaksanaan tugasnya terutama yang terkait dengan rendahnya kualitas dan
kesesuaian produk oleh setiap unit kerja. Hal ini terlihat dari masih kurang
maksimal pelayanan yang berkualitas antara lain didasatkan pada akurasi
pelayanan berkaitan dengan reliabilitas pelayanan dan belum bebas dan
kesalahan-kesalahan. _

Berdasarkan hasil observasi, peneliti mencatat masalah penting terhadap

faktor umpan balik(evaluasi) di Dinas PariwisataProvinsi Kepulauan Riau, yaitu
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bahwa kinerja pegawai di lingkungan Dinas Pariwisata provinsi Kepulauan Riau
lebih disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung tugas
kerja. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi KepulauanRiau.
Setiap ASN diwajibkan menyusun Pencapaian Kinerja Pegawai di awal tahun.

Hal ini dimaksudkan agar ASN memiliki acuan dalam bekerja dan mencapai ‘

target sesuai dengan yang direncanakan di awal tahun. Namun adanya perubzhan . .

daﬁ pola penilaian dani DP3 ke arah Sasaran Kerja Pegawai, beberapa pegaﬁai
tidak terbiasa menuliskan target, pimpinan senantiasa memberikan arahan agar
diperhatikan terus pengisian target secara tepat.

Selain sarana yang berupa fisik untuk mendukung pelaksanaan tugas
Dinas PariwisataProvinsi Kepulauan Riau, diperiukan juga sarana dan prasarana
nonfisik seperti akses terhadap data dan informasi dari lembaga-lembaga lain. Hal
ini dibutuhkan untuk menghasilkan produk-produk keahlian yang berkualitas.
Dukungan data dan informasi yang akurat mutlak diperiukan, sementara akses
kepada sumber-sumber pendukung tersebut saat ini belum tersedia secara
berkesinambungan dan berkelanjutan,

Pandangan penulis bahwa sebuah lembaga publik yang dibangun tanpa
pondasi yang kokoh tentu akan mudah ambruk, demikian juga dengan sumber
daya manusia yang dimilikinya. Sekalipun peralatan dan teknologi yang
digunakan cukup canggih, tapi jika sumber daya manusia rendah dan tidak bisa
dikendalikan, maka apalah arti teknologi dan kecanggihan tersebut. Umpan bahk
kinerja kepada pegawai diperlukan oleh pegawai sepanjang waktu. Mereka jﬁga |

ingin mendapatkan penyelesaian atas permashlahan yang dihadapi selama bekerja,
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jika seorang manajer hanya bisa memerintah tanpa mengetahui permasalahan
pegawainya, mana mungkin pegawai bisa bertahan lama kerja ditempat tersebut?
Tapi umpan balik yang di]akukén harus dipahami oleh pegawai jangan sampai
pegawai malah tidak paham sama sekali, buat apa memberikan umpan balik atas
| kinerjanya ka_lau tidak bisa memahaminya.

Sebenarnya umpan balik kinerja kepada pegawai merupakan pemberian
mformas1 tentang tepat dan ﬁdaknya atau baik dan tidaknya pekerjaan yang
dilakukan pegawai pada periode tertentu. Hal ini untuk mengevaluasi bagaimana
kinerja mereka dan memberikan arahan yang tepat untuk kinerja yang lebih baik
lagi dimasa depan. Umpan balik kinerja kepada pegawai merupakan pemberian
informasi tentang tepat dan tidaknya atau baik dan tidaknya pekerjaan yang
dilakukan pegawai pada periode tertentn. Hal ini untuk mengevaluasi bagaimana
kinerja mereka dan memberikan arahan yang tepat untuk kinerja yang lebih baik
lagi dimasa depan.Pegawai akan senang jika mereka mendapatkan umpan balik
yang positif dari atasan bukan cacian atau kata-kata yang tidak
mengenakkan Justru pegawai harus memberikan motivasi pada mereka bagaimana
meningkatkan kinerjanya.

Pada dasarnya umpan baltk mengarah pada masa depan baik pegawai
maupun instansi. Pembenahan ini tentu akan menguntungkan kedua belah pibak,
untuk memberikan umpan balik kinerja kepada pegawai harus dilakukan
pendekatan untuk menelaah permasalahan yang dihadapi setiap pegawai. Proses
.penjlaian kinerja pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas

lima tahap yaitu: perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, pengukuran kinerja,
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peninjauan kinerja, serata pembaharuan dan pembuatan perjanjian baru mengenai
kinerja. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa proses penilaian kinerja
pegawai dinilai sudah cukup baik. Selain itu, dapat diketahui pula bahwa sistem
penilaian kinerja (SKP) telah memiliki karakteristik yang baik dan efektif, tetapi
ada beberapa hal yang perlu mendapat perbatian dan perbaikan Namun demikian
penﬁlis ﬂlenilai keefektifan proses umpan balik seperti‘it_u‘ sangat kompleks untuk
digéﬁeralisasi. Dalam penemi)annya— harus jliga ﬁlémp-erﬁlnbangkan budaya |
organisasi dan bahkan budaya suatu bangsa. Sudah waktunya peran pimpinan dan
manajer publik untuk menjawab pertanyaan pada kondisi apa dan untuk siapa
proses umpan balik seperti ini bermanfaat ketimbang melihat apakah proses itu

memiliki umpan balik bagi pekerjaan.

4. Indikator Alat atau Sarana

Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan diperlukan alat-alat sarana
(tools). Alat sarana merupakan syarat suatu usaha untuk mencapai hasil yang
ditetapkan. Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan
bahan untuk mencapai maksud dan tujuan dari suatu proses organisasi. Prasarana
dimaksudkan merupakan penunjang utama terselenggaranya proses dalam
organisasi. Indikator dalam penelitian ini melakukan wawancara pemanfaatan
sarana dan prasarana kantor yang tersedia sehingga memberikan kepuasan dan
“kenyamanan kepada karyawan dan pekerja.
| Pegawai di sana secara operasional pelayanan Dinas PariwisataProvinsi

Kepulauan Riau harus didasarkan pada tata laksana pelayanan yaitu segala aturan
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yang ditetapkan yang menyangkut tata cara, prosedur, dan sistem kerja dalam
melaksanakan kegiatannya. Selanjutnya, pelayanan tersebut harus diatur dalam
suatu tata laksana yang mengandung sendi-sendi pelayanan publik. Dinas
Pariwisata (civil service) sarana dan prasanara sebagian tidak masuk sebagai asas
sumber yang terdiri tata kerja dan pasar.Tidak dimasukkan sebagai asas sumber_
karena tata kerja merupakan cara pelaksanaan kerja yang setepat-tepamya atas‘
rangkalan Kegiatan yang harus dilakukan, sedang pasar adalah wahana atau tempat .
untuk memperluas sasaran kegiatan organisasi.

Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik,
sangat dibutuhkan setiap organisasi dimanapun dalam menyelenggarakan
kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tanpa adanya sarana dan
prasarana, mustahil tujuan akan dapat dicapai. Demikian halnya kantor, tempat
berlangsungnya kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan atau administrasi
yang sangat memerlukan sarana dan prasarana kantor.Agar semua kegiatan yang
berhubungan dengan perbekalan kantor baik yang bersifat administrasi maupun
teknis operasional dapat dijalankan dengan baik dan efisien, maka pelaksanaan
atau pengelolaan sarana dan prasarana kantor harus dilakukan dengan baik.

Biasanya dalam perkantoran terdapat adanya sarana mobilitas maupun
sarana teknologi untuk mendukung kerja para pegawai gunma mencapai tujuan
perkantoran tersebut. Sarana merupakan benda yang bergerak sangat diperlukan
terutama perjalanan dinas survei lapangan. Di samping itu pula, peran teknologi
digunakan untuk menambah pengetahuan yang diterapkan melalui alat untuk

mengerjakan sesuatu agar terpenuhinya kebutuhan manusia, misalnya komputer.
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Sarana mobilitas dan sarana teknologi tentulah sangat berkaitan dan dibutuhkan
pegawai.

Berdasarkan analisis dan pertimbangan terhadap indikator alat dan sarana
diketahui bahwa permasalahan kualitas layanan unit kerja disebabkan oleh
kurangnya sarana untuk mendukung tugas pegawai Dinas PaﬁwisataPro_vinsi

| Ke'pulauan Riau. Selain sa_r#qa yang berupa fisik untuk mendukung pelakszinaan'
tugés Dinas PariwisataProvinsi Kepulauan Riau, diperlukan juga sz.irana'dz_u-ll
prasarana nonfisik seperti akses terhadap data dan informasi dari lembaga-
lembaga lain. Hal ini dibutuhkan untuk menghasilkan produk-produk keahlian
yang berkualitas. Dukungan data dan informasi yang akurat mutlak diperlukan,
sementara akses kepada sumber-sumber pendukung tersebut saat ini belum
tersedia secara berkesinambungan dan berkelanjutan.Oleh karena itu, tersedianya
sarana dan prasarana yang memadai dengan kualitas yang baik, sangat dibutuhkan
Dinas PariwisataProvinsi Kepulauan Riau dalam menyelenggarakan kegiatannya
untuk mencapai tujuan yang diharapkan Tanpa adanya sarana dan prasarana,

mustahil tujuan Dinas PariwisataProvinsi Kepulauan Riau akan dapat dicapai.

5. IndikatorKompetensi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, peneliti mencatat masalah
penting terhadap faktor kompetensi di Dinas Pariwisata Provinsi Kepulaunan Riau,
diawali dengan pertanyaan tentang kompetensi merupakan persyaratan ﬁtama
dalam kinerja. Kompetensi PNS ini berkaitan dengan kemampuan berupa
pengetahuan, keterampilan, kecakapan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam

pelaksanaan tugas pokok, fungsi kewenangan dan tanggungjawab yang
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diamanatkan kepadanya.Untuk itu kualifikasi aparatur pemerintah (PNS) di Dinas
Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau hanya diberlakukan ketika setiap PNS yang
akan memegang jabatan struktural baik eselon IV, III, dan II harus memiliki
standar kompetensi jabatan dan kompetensi manajerial sesuai keputusan yang
telah ditetapkan.

Peneliti  menggarisbawahi  bahwa  selain  pejabat | struktural,
penyeleﬁglgafaan- pemerintaban dan pelaya.ﬁ'an i)ublﬁc dﬂaksanakan oleh pejabat
fungsional yakni kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan
tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu dan bersifat
mandiri.Kabid BKPSDM mengungkapkan bahwa adanya Pelatihan berbasis
kompetenéi sangat diperlukan dalam pengembangan SDM aparatur karena
pelatihan yang dilakukan secara konvensional hanya menghasilkan peserta
pelatihan memiliki “pengetahuan mengenai apa”. Sementara pelatihan yang
berbasis kompetensi memungkinkan peserta setelah selesai, tidak sekedar
mengerti, akan tetapi “dapat melakukan sesuatu” yang harus dikerjakan. Namun,
kenyataannya materi pelatihan yang disajikan belum terbarukan (update).

Konsekuensi logis dari adanya Undang-Undang ASN ini adalah bahwa
setiap pegawai negeri sipil memiliki hak untuk mengembangkan kompetensinya
sesuai dengan kebutuhan pribadi maupun organisasi. Bahkan dinyatakan dalam
pasal 70 ayat 4 UU ASN bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun
rencana pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang dalam rencana kerja

‘anggaran tahunan instansi masing-masing.
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Pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil dapat pula dilakukan
dengan memanfaatkan beasiswa yang banyak disediakan oleh negara-negara
donor maupun Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang dikelola oleh
pemerintah melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Keuntungan
yang jelas akan diperoleh dengan pengembangan kompetensi melalui beasiswa
-trainjng_/pendidikan gelar ke luar negeriKompetensi sebaiknya diawali dari
pérubahan pola pikir pegaWai negeri sipil dari ingin dilayani menjadi pel.ayz'ni‘l
{pamong) yang menyenangkan masyarakat. Dari pola budaya santai, malas-
malasan dan tidak berdisiplin, menjadi pola budaya kerja keras, bersemangat,
inovatif, kreatif dan berdisiplin.Dari sistem tatakelola (manajemen) pemerintahan
yang birokratik ke sistem pemerintahan bercorak bisnis/wirausaha.

Berdasarkan uraian di atas, tersirat bahwa kompetensi PNS yang diukur -
dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen pengembangan
SDM aparatur berbasis kompetensi merupakan suatu keharnsan agar organisasi
(birokrasi) dapat mewujudkan kinerja yang lebih baik dan memberikan pelayanan
publik yang terbaik. Namun disisi pelaksana pegawai masith lemahnya
profesionalisme pegawai unit kerja dalam mendukung peran dan fungsi Dinas
Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, seperti kurang akuratnya penyelesaian dan
pelaporan hasil kerja tahunan. Laporan yang dibuat Staf Dinas Pariwisata Provinsi
Kepulauan Riau seringkali terfambat dan tidak seSl;ai hasilnya dengan yang
diharapkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau.

Dengan demikian kemampuan atau keterampilan pegawai Dinas

PariwisataProvinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan pekerjaan dan tugasnya
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merupakan faktor yang sangat penting agar dapat diperoleh hasil seperti yang
diharapkan. Hal ini mengingat bahwa terselenggaranya pemerintahan yang baik
menjadi prasyarat utama untuk méwujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai
tujuan bangsa dan negara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan
penerapan sistem akuntabilitas yang tepat, jelas dan nyata sehingga
penyelenggaraan_ pemerintahan dan pembangunan dapat _l)érlgngsmg ‘secara_
berda&a éuna, berﬁasil guna, befsih,_'b'ertz:in;ggl.lng jawab seﬁa .Bel.)zis' dan KKN.

Akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau paling
tidak memberi manfaat (pertama) kepada publik untuk mengetahui seberapa besar
efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan setiap kegiatan publik oleh Dinas
Pariwisata Dinas Pariwisata pada khususnya, yang notabene dibiayai oleh uang
rakyat. Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau dapat sekaligus
mengintrospeksi diri terhadap kemampuan dari setiap program yang dijalankan
apakah mengarah pada tujuan pada periode akhir perencanaan. Sekretaris Dinas
Pariwisata Provinsi Kepulanan Riau menjelaskan bahwa:Setiap enam bulan sekali
kami mengusulkan permchonan untuk mengikuti kursus singkat yang
diselenggarakan oleh Kemenpan RB schingga nanti kebutuhannya dapat
diarahkan kemampuan pegawai tidak hanya administratif Kebutuhan akan
kompetensi untuk terus upgrade kemampuan mereka.

Berdasarkan data Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Kepulaunan Riau 2017
diketahui bahwa rendahnya kompefensi pegawai didukung oleh terbatasnya
sarana/materi promosi pariwisata dalam dan luar negeri, belum optimalnya sistem

informasi pemasaran untuk mendukung pelaksanaan pemasaran dan promosi,
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koordinasi dan keterpaduan pemasaran antar “stakeholder” masih lemah,
sumberdaya pemasaran yang masih terbatas, dan database kebudayaan dan
pariwisata yang tersedia belum mampu mendukung kebutuhan dalam proses
pengambilan keputusan pembangunan sektor kebudayaan dan pariwisata yang
aktual.

Pada masa orientasi atau percobaan pegawai negeri sipil, proses
pendidikan dan pelatihan teﬁntegiaéi untuk membangun integﬁtas moral dém
kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, Kkarakter
kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab dan memperkuat
profesionalisme serta kompetensi bidang.Untuk mengembangkan kompetensi
ASN seﬁap instansi pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan
kompetensi dalam rencana kerja anggaran tahunan dalam rangka pengembangan
karir khususnya PNS.

Pengembangan kinerja PNSnantinya harus mempertimbangkan
kompetensi:

a) Kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan,
pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis.

b) Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan
struktural atau manajemen, daa pengalaman kepemimpinan.

¢) Kompetensi social cultural yang diukur dari pengalama_n kerja berkaitan
dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga

memiliki wawasan kebangsaan.
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Berdasarkan hasil penelitian di Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau,
kompetensi yang dimiliki oleh setiap pegawai masih sangat kurang schingga
kinerja pegawai tidak imaksimal, hal ini disebabkan karena kurangnya
keikutsertaan pegawai dalam setiap pelatihan, kurangnya kesempatan bagi
pegawai untuk studi Ianjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (S1, S2),
sehingga dengan demikian sangat mempengaruhi peningkatan kinerja.

Kompetensi, pada dasamya mampu membentuk Vk.épﬁ'b'a(:lian serta
menambah pengetahuan seseorang untuk mengerjakan sesuatu dengan lebih cepat
dan tepat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat
kompetensi seseorang akan semakin tinggi pula prestasi dan kinerjanya di dalam
tugas tertentn. Seiring dengan anggapan di atas, data menunjukkan bahwa
hubungan kompetensi dengan kinerja pegawai dalam pelaksanaan tugas-tugas
administrasi, dalam arti meningkatkan prestasi kerja secara efisien dan efektif
yang ditunjukkan pegawai dalam mengelola administrasi, khususnya pada Dinas
Pariwisata Provinsi Kepulanan Riaumemperlihatkan kecenderungan yang cukup
kuat. Dengan kata lain, bahwa kompetensi cukup penting dalam meningkatkan
kinerja pegawai itu sendiri.

Beranjak dari data di atas, dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa pegawai
yang mempunyai tingkat kompetensi rendah memperlihatkan perilaku
penyelesaian tugas-tugas mereka mempunyai tingkat efisiensi dan efektivitas yang
terkategori rendah, sementara bagi pegawai yang mempunyai tingkat kompetensi
yang relatif tinggi memperlihatkan perilaku penyelesaian tugas-tugas mereka yang

memiliki tingkat efisiensi dan efektivitas (kinerja) yvang terkategori sedang.
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Peneliti melihat hal ini sebagai kecenderungan bahwa kompetensi
merupakan satu-satunya determinan peningkatan kinerja pegawai, apalagi proses
pendidikan formal yang dilalui hanya merupakan suatu persyaratan dalam
menduduki jabatan tertentu.Penilaian kinerja pemerintah daerah dapat dilakukan
_dengan melihat sejauh mana kemampuannya dalam mengenali kebutuhan
‘ masyarakat, menyusun agénd_a_ dan prioritas pelayanaﬁ,. dan mengembangkan
ﬁfogram;prograin peléya;léri publik sesuai denganlk'e'bumhan dan aspirasi daﬁ- '

masyarakat atau publik.

6. Indikator Motif
Berdasarkan dafa Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau 2017
diketahui bahwa rendahnya motivasi pegawai diindikasikan dari belum
signifikannya penurunan pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin kerja.
Berdasarkan data Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau tahun 2014 diketahui
bahwa sekitar 35% terdeteksi mengalami keterlambatan kedatangan waktu kerja
dan pulang lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan. Kemudian pada tahun
2015, persentase pelanggaran disiplin pegawai belum mengalami peru’oahan yang
signifikan yaitn sekitar 27 persen. Demikian pula pada tahun 2016, persentase
pelanggaran disiplin pegawai masih mencapai sekitar 20,65 persen.Padahal
keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat dihitung secara kumulatif dan
dikonversi 7 ¥z (tujuh setengah) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
Adapun ketentuan jam kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah
ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja

di Lingkungan Lembaga Pemerintahan dan Surat Keputusan Menteri
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Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08 Tahun 1996 tentang Pedoman
Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah, bahwa hari kerja
bagi seluruh Lembaga Pemerintah tingkat Pusat dan Daerah ditetapkan 5 (lima)
hari kerja, mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat dan jumlah jam kerja
efektif adalah 37,5 jam.

Berdasarkan hasil wawancéra dan observasi, peneliﬁ mencatat masalah
penting terhadap faktor m;)tif d1 Dmas Paliwisata"Provihsi Kepulanan Riau yaitﬁi -
bahwa masih rendahnya disiplin kerja sebagian pegawai unit kerja dalam
mendukung tugas Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, seperti kurang
kuatnya pegawai dalam mengelola beban kerja yang tinggi di lingkungan Dinas
Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau. Diawali dari Sekretaris Dinas Pariwisata
Provinsi Kepulauan Riaudalam melakukan pekerjaan, seorang pegawai berbuat
atau tidak berbuat bukanlah semata-mata didorong oleh faktor-faktor ratio
(pikiran), tetapi juga kadang-kadang dipengaruhi oleh faktor emosi (perasaan).

Oleh karena itu, faktor-faktor ini perlu mendapat perhatian dalam
pemberian motivasi, supaya motivasi itu betul-betul tepat sasaran. Jadi, perubahan
perilaku disini adalah perilaku kerja, dalam arti bahwa pemberian motivasi kepada
para pegawal, agar mereka tetap bersedia melaksanakan pekerjaan sesuai dengan
kecakapan yang mereka miliki Oleh karena itu, diharapkan mereka bukan saja
asal man bekerja, tetapi yang terpenting adalah pekerjaan itu sesuai dengan apa
yang diinginkan oleh organisasi.

Motif diartikan sébagai keseluruhan proses pemberian dorongan atau

rangsangan kepada para kmyawdn sehingga mereka bersedia bekerja dengan rela
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tanpa dipaksa. Teori-teori motivasi kerja yaitu teori kepuasan dan teori
proses.Tujuan dari motivasi kerja terhadap para karyawan antara lain
meningkatkan gairah dan semangat kerja, meningkatkan kedisiplinan,
meningkatkan prestasi kerja, meningkatkan loyalitas, dan meningkatkan
produktivitas serta efisiensi.

Faktor-fakior yang mempengaruhi motivasi kerja yaitu faktor intern
(dalam diri pegawai) dan faktor ektern (di luar diri pegawai). Kedua faktor
tersebut harus berjalan secara seimbang. Ketidakseimbangan dapat terlihat dari
sering resahnya atau gejolak para pegawai.Harapan kalyawan terhadap pemberian
motivasi kerja adalah agar terciptanya suasana pekerjaan yang memberikan
semangat dalam meningkatkan prestasi kerja dan kinerja yang lebih baik. Hasil
wawancara dengan Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pariwisata Provinsi
Kepulauan Riau.

Biasanya teknik pemberian motivasi kerja kepada pegawai di sini biasa
ada dua yakni teknik motivasi positif dan teknik motivasi negative. Pemberian
motivasi kerja terhadap pegawai ditentukan oleh situasi dan kondisi pegawai itu
sendiri.Upaya tersebut akan berhasil dengan baik apabila setiap pegawai negeri
sipil memiliki motivasi tinggi untuk terus meningkatkan kinerjanya dan memiliki
rasa "takut" terhadap ancaman yang timbul oleh prestasinya yang rendah.
Hendaknya situasi kerja tidak boleh selalu berada pada "zona aman" secara terus
menerus, karena akan melemahkan hingga mematikan kreativitas dan motivasi

serta  prestasi individlu yang pada akhimmya akan melemahkan
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lembaganya.Sehingga belum terbiasa dengan pola pelatihan yang telah diberikan,
apalagi berhubungan dengan kinerja, tentunya hal ini akan merugikan lembaga.

Pandangan peneliti melihat bahwa ada bentuk perubahan kearah yang
lebih baik dan hal itu merupakan cerminan dari seluruh kebutuhan yang bertitik
tolak dari fakta adanya peran birokrasi saat ini yang masih jauh dari harapan.
Realitas ini, sesungguhnya menunjukan késadaran bahwa terdapat kes'enjgnganr
antara aﬁa fang--se;beﬁalnya diharapkan, dengaﬁ keadaan yang sesuﬁééﬁhnya |
tentang peran aparatur dewasa ini.

Salah satu aspek penting dalam organisasi untuk meningkatkan atau
menjaga etos kerja para pegawai agar tetap gigih dan giat dalam bekerja guna
meningkatkan atan menjaga produktifitas kerja yaitu dengan memberikan
motivasi (daya perangsang) bagi para pegawai supaya kegairahan bekerja para
pegawai tidak menurun. Kegairahan para pegawai tersebut sangat dibutuhkan
suatu organisasi publik karena dengan semangat yang tinggi para pegawai dapat
bekerja dengan segala daya dan upaya yang mereka miliki (tidak setengah-
setengah) sehingga produktifitasnya maksimal dan memungkinkan terwujutnya
fujuan yang ingin dicapai.

Salah satu faktor kuat yang mempengaruhi terjadinya kesenjangan ini
adalah motivasi kerja Pegawai Negeri Sipil yang rendah. Motivasi merupakan
satu penggerak dari dalam hati seseorang untuk melakukan atau mencapai sesuatu
tujuan. Motivasi juga bisa dikatakan sebagai rencana atau keinginan untuk menuju
kesuksesan dan menghindari kegagalan hidup. Dengan kata lain motivasi adalah

sebuah proses untuk tercapainya suatu tujuan. Seseorang yang mempunyai
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motivasi berarti ia telah mempunyai kekuatan untuk memperoleh kesuksesan
dalam kehidupan.

Adanya motivasi di Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau dapat
berupa motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi yang bersifat intinsik biasanya
bersifat pekerjaan itu sendiri yang membuat seorang termotivasi, orang tersebut
‘mend‘apat kepuasan dengan ‘melakukan pekerjaan _tersebut bukan kareﬁg
raﬁgsangan lain seperti status afaupun vang atau bisa -’juga dikatakan sec')rang'
melakukan hobinya. Sedangkan motivasi ekstrinsik manakala elemen-elemen
diluar pekerjaan yang melekat di pekerjaan tersebut menjadi faktor utama yang
membuat seorang termotivasi seperti status ataupun kompensasi.

Seorang pegawai akan memutuskan untuk berperilaku atau bertindak
dalam cara tertentu, untuk memilih perilaku tertentu dibandingkan dengan
perilaku lainnya karena ia berharap akan memperoleh hasil dari apa yang ia
harapkan dari sebuah tindakan tertentu yang ia lakukan. Dengan kata lain,
motivasi kerja pegawai negeri sipil tinggi jika usaha menghasilkan sesuatu yang
melebihi harapan dan motivasi kerja pegawai negeri sipil rendah jika usahanya
menghasilkan kurang dari yang diharapkan.

Hal ini terungkap dari hasil observasi dengan staffadanya ketidak-adilan
sosial di lingkungan kerja di salah satu dinas dengan jumlah pegawai negeri sipil
mencapai puluhan yang terdiri dari empat bidang yaitu bidang A, B, C, D yang
masing-masing bidang memiliki fugas kerja yang berbeda. Namun ada perlakuan
dan kompensasi khusus yang diberikan hanya kepada salah satu bidang saja yaitu

bidang A, tentu hal ini akan menurunkan motivasi kerja pegawai negeri sipil yang
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bertugas di bidang B, C, D. Turunnya motivasi kerja ini berdampak pada
penurunan kinerja dan kualitaé pelayanan publik pula.Pada dasamya peranan
reformasi birokrasi yaitu adanya sunatu perubahan signifikan elemen-elemen
birokrasi seperti kelembagaan, sumber daya manusia aparatur ketatalaksanaan,
akuntabilitas, aparatur pengawasan dan pelayanan publik, yang dilakukan secara
sadar untuk memposisikan d1r1 (birokrasi) kemballi, dalam rangka menyesuaikan 7
diri &éngﬁn dinamika lmgku;;gan yang dinamis.

Perubahan tersebut dilakukan untuk melaksanakan peran dan fungsi
birokrasi secara tepat, cepat dan konsisten, guna menghasilkan manfaat sesuai
diamanatkan konstitusi. Perubahan kearah yang lebih baik, merupakan cerminan
dari seluruh kebutuhan yang bertitik tolak dari fakta adanya peran birokrasi saat
ini yang masih javh dari harapan. Realitas ini, sesungguhnya menunjukan
kesadaran bahwa terdapat kesenjangan antara apa yang sebenarnya diharapkan,
dengan keadaan yang sesungguhnya tentang peran birokrasi dewasa ini.

Selanjutnya  Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan
Riaudiungkapkan sebagai berikut: sebaiknya untuk menciptakan situasi kerja yang
tidak kondusif adalah bagaimana ketika seseorang larut dalam budaya kerja
materialistik yang menuhankan pangkat, jabatan yang tinggi, deposito yang besar,
mobil yang bagus, rumah yang mewah maka yang terjadi adalah tujuan yang
menghalalkan segala cara. Untuk mencapai tujuan-tujuannya tersebut maka ia
‘akan melakukan apapun‘t‘ermasuk menjilat, menyikut, menjegal kawan seiiring,
yang paling penting menurutnya adalah bagaimana tﬁjuan—tujuannya tersebut

dapat tercapai. Jika kerakusan telah merajalela maka yang terjadi adalah hukum
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rimba dimana yang kuat yang akan bertahan. Dan apabila hal itu terjadi maka
yang akan bernasib malang adalah pegawai negeri sipil yang tidak memiliki
kekuatan.

Ada dua kemungkinan motivasi disini yaitu yang pertama motivasi tinggi
untuklkut larut dalam budaya materialistik atau motivasi rendah untuk mex_lg_il_'cut'i'-
bud@ya materialistik tersebut. Kemudian yang menjadi-‘ permasalahan adalah '
m,o"ti:vési tinggi yang didoronig oleh kerakusan yang akan membuat situasi kerja
yang menjadi tidak nyaman dan kondusif sehingga pada akhimya akan terjadi
penurunan motivasi kerja pegawai negeri sipil yang berdampak pada penurunan
kinerja dan kualitas pelayanan publik pula.

Kesimpulannya adalah motivasi kerja mempengaruhi kualitas kinerja.
Motivasi kerja pegawai negeri sipil tinggi jika usahanya menghasilkan sesuatu
yang melebihi harapan dan motivasi kerja pegawai negeri sipil rendah jika
usahanya menghasilkan kurang dari yang diharapkan. Rendahnya motivasi kerja
pegawai negeri sipil tersebut disebabkan oleh ketidakadilan sosial yang terjadi di

lingkungan kerja, pemimpin yang apatis dan situasi kerja yang tidak kondusif.

7.Indikator Peluang

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan mengenai adanya
pengembangan pegawai diberikannya kesempatan untuk berprestasi melalui
peluang ketersediaan waktu dan kemampuan memenubi persyératan promosi di
'Dinas Pariwisata Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai
pencapaian yang tinggi, prestasi umumnya diraih dengan usaha yang tidak

gampang dan sederhana, Prestasi lazim diraih dengan usaba dan kerja yang keras,
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bahkan tidak jarang amat keras. Pribadi yang berprestasi biasanya adalah pribadi
yang ulet, tekun, rajin, disiplin, tangguh, memiliki tekad yang kuat, tidak mudah
puas, dan tidak mudah putus asa. Orang yang manja, malas, tidak berdisiplin, dan
mudah menyerah sangat sulit atau mustahil mampu meraih prestasi.

Berdasaﬂcan hasil wawancara di atas, peneliti melihat bahwa prestasi tidak

jaraﬁg diraih melalui perjalanan waktu yang panjang. Sefelqh_ séjék kecil belajar,

berlatih, berdisiplin, mengelﬁbangkﬁn diri, memeras otak, mengeluarkan biaya, =

dan menghabiskan banyak energi, orang sering baru meraih prestasi pada usia
dewasa. Hal ini, misalnya saja, banyak terjadi pada olahragawan, ilmuwan, dan
sastrawan.Prestasi juga seringkali diraih melalui serangkaian kegagalan. Setelah
mengalami kegagalan demi kegagalan yang jumlahnya dapat mencapai belasan
atau bahkan puluhan kali, orang baru dapat meraih prestasi pada sekian belas
tahun kemudian. Kegagalan demi kegagalan tidak membuat patah semangat,
melainkan justru makin memacu hasrat dan semangat untuk mencapai hasil tinggi
sehingga kemudian dapat diraih prestasi. Hal ini, misalnya, dialami oleh para
ilmuwan, pengusaha, dan industriawan.

Pegawai yang berprestasi biasanya dinflai sebagai orang yang
sukses orang berprestasi dianggap memiliki keistimewaan. Keistimewaan itu tidak
sepenuhnya dan tidak selalu terkait dengan kecerdasan, bakat, uang, materi, atau
keberuntungan. Keistimewaan itu justru kerapkali berwujud tekad dan semangat
serta kemauan untuk berusaha, bekerja, berlatih, berdoa, dan berkorban. Artinya,
keistimewaan orang-orang yang berprestasi dan sukses umumnya terletak pada

kesediaan mereka untuk melakukan hal-hal berat penuh pengorbanan (waktu,




43411.pdf 84

tenaga, pikiran, dan sebagainya) dan bukan semata-mata karena kecerdasan,
bakat, uang, materi, atau keberuntungan.

Lebih lanjut diungkapkan Kabid Pengadaan, Informasi Kepegawaian dan
Penilaian Kerjadengan begitu jelas, prestasi diperoleh lewat proses yang sulit dan
panjang. Nai]_lun, prestasi dapat diraih oleh setiap orang. Setiap orang memiliki
peluang dan kesempatan untuk meraih pfestasi. Prestasi bukanlél_‘i monopoli
isféng-orang yang' jenius, pandai, cantik, .t-ampan, kuat, atau kaya. Orang jrang dari
segi kecerdasan biasa-biasa saja dan secara ekonomi lemah (miskin) banyak sekali
yang meraih prestasi tinggi dan sukses besar dalam hidupnya, sebaliknya tidak
sedikit orang yang cerdas lagi kaya pada masa-masa akhir kehidupannya jatuh
menjadi orang yang gagal, miskin, telantar, dan menderita.

Dalam hal kemampuan,pengetahuan dan keterampilan pegawai banyak
yang merasa termotivasi dan memiliki kinerja yang baik, jika seorang pegawai
memiliki pengetahuan yang memadai terhadap bidang tugas dan tanggung
jawabnya, kondisi fisik, adanya dukungan faktor keluarga serta tidak adanya
hambatan geographic.Sehingga menjadi kewajiban bagi pimpinan untuk
meningkatkan pengetahuan pegawai. Pengetahuan itu dapat diperoleh dari
pendidikan formal, pelatihan, akses informasi maupun pengalaman. Untuk itu
berbagai upaya yang dapat ditempuh adalah, penerapan program tugas belajar
dalam rangka meningkatkan level pendidikan karyawan. Cara yang digunakan
dapat ‘paruh waktu’ maupun penuh waktu.

Banyak organisasi publik mencarikan program tugas belajar PNS dengan

program week-end, agar tidak mengganggu waktu kerjanya di lembaga tersebut.
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Manfaat lainnya bahwa pengetahuan danr ketrampilan yang diperoleh dalam
bangku kuliahnya dapat langsung diaplikasikan dalam pekerjaannya. Atau
sebaliknya, bahwa persoalan.-persoalan yang mereka jumpai dalam pekerjaan,
dapat menjadi bahan diskusi dalam kegiatan kuliah. Terlepas dari apa jenis
programnya, maupun sistem pembayaran pendidikanya, menyediakan kesempathn-
bagi pegawai untuk meningkatkan pendidikannya memberi jalan bagi peningicatan
kinerjanya secara individual. o |

Selain melalui pendidikan formal, peningkatan pengetahuan dapat
ditempuh melalui penyelenggaraan pelatihan teknis bagi pegawai. Meningkatkan
akses informasi seputar topik pekerjaan pegawai dengan berbagai sarana dan
teknologinya, serta memberikan ruang gerak yang lebih luas dan kreatif yang
memungkinkan pegawai memperoleh pengalaman langsung dalam menjawab
persoalan-persoalan pekerjaan sehari-hari. Banyak kegiatan yang dapat
memperkaya pengalaman pegawai, seperti onward out-bond, diskusi mingguan,
serta kegiatan-kegiatan rekreatif laionya. Kesemuanya itu dapat menjadi sumber
dan meningkatkan pengetahuan. Yang pada akhimya nanti dapat meningkatkan
motivasi kerja dan kinerja individual pegawai.

Di Bidang PSDM terlihat sudah memafaatkan semua peluang dan setiap
pegawai sebaiknya harus terfokus pada peluang karir lebih baik Perlunya
kesadaran bahwa kesuksesan tidak datang begitu saja. Pegawai harus dapat
menindaklanjuti peluang dengan penuh percaya diri dan semangat agar anda
mendapatkan kehidupan yang diinginkan dan supaya anda mampu memanfaatkan

berbagai peluang anda harus menerapkan sikap positif kekuatan orang lain untuk




43411.pdf 86

mewujudkan semua peluang. Setelah terwujud anda jaga perilaku dan sikap
karena setiap diri pegawai tidak sanggup merealisasikan peluang tanpa bantuan
orang lain. Keberhasilan pegawai dalam mencapai dan meraih prestasinya
bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, melainkan perlu perjuangan yang sangat
keras dan memakan waktu yang panjang. Biasanya seorang pegawai selalu
mencoba bertahan dalam berbagai tantangan dan kesulitan Iﬁdﬁpnya dan terus
berusaha unﬁlk Vmencapai hal jmg tler-b'ail-( atau prestasi terbaiknya. Sikap tersebut
hanya mungkin dilakukan oleh seseorang yang menyadari bahwa prestasi tidak
akan datang dengan sendirinya, melainkan perlu perjuangan yang keras.
Mendapatkan penghargaan atas prestasi karena kerja kerasnya merupakan
suatu kebangpgaan tersendiri. Tidak dipungkiri bahwa banyak orang bekerja keras
untuk mengejar prestasi. Karena dengan prestasi akan membuka jalan untuk
mengembangkan karirnya. Disisi lain setiap organisasi tidak menutup mata akan
memberikan reward atau hadiah kepada karyawan yang memberikan konfribusi
positif terhadap organisasinya. Bentuk penghargaan ini bermacam-macam, ada
yang berbentuk kenaikan pangkat, promosi jabatan dan lain-lain. Predikat
"Pegawai Berprestasi" layak diberikan kepada pegawai yang bekerja secara
sungguh-sungguh untuk meraih kesuksesan. Meskipun sukses bukanlah
merupakan tujuan, tetapi sebuah perjalanan yang panjang. Untuk bisa lolos dan
lulus dibutuhkan faktor penting yang mendampinginya yaitu kesabaran dan
keuletan. Di samping itu, orang tersebut barus mampu menangkap peluang.
Schingga orang tersebut mempunyai keberanian untuk menganggap bahwa

prestasi yang gemilang merupakan suatu tantangan yang harus diwujudkan.
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Namun peluang tersebut kurang dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Dinas
Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau. Untukmenganalisis peluang yang ada di
Dinas Paniwisata Provinsi Kepulauan Riau, perlu mempertimbangkan faktor
responsivitas. Responsivitas merupakan bentuk kemampuan birokrasi di dalam
mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta
mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan
aspirasi masyarakat. Sedangankan faktor responsibﬂiﬁs sebagai pro'se:s p'emberian |
pelayanan publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentoan-

ketentuan administrasi yang telah diterapkan.

C. Pembahasan

Tinggi rendahnya kinerja seorang pegawai tentunya ditentukan oleh
faktor-faktor yang mempengarvhinya baik secara langsung ataupun tidak
langsung. Begitupula yang terjadi pada Dinas Pariwisata Pemerintahan Daerah
Provinsi Kepulauan Riau faktor penghambat sebagaimana terutama dari sikap
responsivitas setiap unit kerja sangat berperan dalam mendukung peran dan
fingsi. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaianmensikap bahwa
responsivitas setiap unit kerja sudah cukup baik dalam mendukung peran dan
fungsi, namunsebagian pegawai belum bisa memberikan respon untuk
mendukung peran dan fungsi Dinas Pariwisata Setiap'pegawai di unit kerja sudah
cukup responsif untuk mendukung peran dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi

Kepulauan Riau, tetapi masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaan tugasnya
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terutama yang terkait dengan belum optimalnya kemampuan dan motivasi kerja
dalam mendukung peran dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan uraian analisis terhadap dimensi/faktor peluang di atas,
diketahui bahwa permasalahan responsivitas Dinas PariwisataProvinsi Kepulauan
Riau disebabkan oleh lemahnya profesionalisme sebagian pegawai Dinas
PariwisataProvinsi Kepulauan Riau, seperti kurang akuratnya penyelesaian dan :
pelaporan hasil kerja. Hasil resume yang dibuat Staff Dinas Pa:iwisatVaProvir.lsir ,
Kepulauan Riau seringkali terlambat dan tidak sesuai hasilnya.Oleh karenanya,
pegawai Dinas PariwisataProvinsi Kepulauan Riau dituntut untuk mempunyai
kompetensi. Kompetensi yang dimaksud merupakan kemampuan dan karakteristik
yang dimiliki seorang pegawai yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap
perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga pegawai
tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara responsif. Kemampuan atau
keterampilan pegawai Dinas PariwisataProvinsi Kepulauan Riau  dalam
melaksanakan pekerjaan dan tugasnya merupakan faktor yang sangat penting agar
dapat diperoleh hasil seperti yang diharapkan.

Adanya indikator peluang dari aspek responsibilitas, sebagai wujud dari
pelaksanaan good governance di Dinas Pariwisata Provinsi Kepulaian Riau dalam
pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan pemerintah yang akuntabiltas.
Kedua hal tersebut merupakan bentuk responsibilitas pemerintak terhadap
tuntutan dan aspirasi masyarakat yang ada selama ini. Responsibilitas adalah.

suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan
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publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan
administrasi dan organisasi yang benar dan telah diterapkan.

Sikap responsibilitas unit kerja sangat berperan dalam mendukung peran
dan fungsi kinerja pegawai diungkap Seckretaris Dinas Pariwisata Provinsi
Kepulauan Riau bahwa responsibilitas unit kerjanya sudah cukup baik dalam
mendukung peran dan ﬁmgsi‘ Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau. Namun
peméhaman mekanisme I;:)élayanan yang responsif umumnya belum cukup
memuaskan untuk mendukung peran dan fungsi Dinas Panwisata Provinsi
Kepulauan Riau Responsivitas atau daya tanggap sebaimana diungkapkan di atas,
tersirat adanya kemampuan aparatur untuk mengenali kebutuhan masyarakat,
menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-
program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Rendahnya
kemampuan aparatur merespons dapat menimbulkan krisis kepercayaan terhadap

. birokrasi. Inisiatif dankreativitas aparatur dalam merespons krisis dan dampaknya
sama sekali tidak memadai.

Masyarakat yang mengharapkan birokrasi untuk memberi respons yang
tepat dan cepat terhadapkrisis yang terjadi menjadi sangat kecewa, karena ternyata
tindakan birokrasi cenderung reaktifdan tidak efektif. Berbagai persoalan yang
terjadi di pusat dan di daerah tidak dapat diselesaikandengan baik, bahkan
cenderung  dibiarkan, sehingga masyarakat menjadi semakin tidék
percayaterhadap kemampuan aparatur dalam menyelesaikan krisis.

Responsivitas aparatur yang rendah juga banyak disebabkan oleh belum

adanya pengembangan komunikasi eksternal secara nyata oleh jajaran birokrasi
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pelayanan. Indikasi nyata dari belum dikembangkannya komunikasi eksternal
secara efektif oleh birokrasi terlihat pada masih besarnya gap yang terjadi. Gap
terjadi merupakan gambaran pelayanan yang memperlihatkan hahwa belum
ditemukan kesamaan persepsi antara harapan masyarakat dan birokrat terhadap
kualitas pelayanan yang diberikan.

Untuk instansi pemerintah yang menjadi pelayan publik peﬁguhlran
kinerjanya menj;ddi .sfm'g-at penting untﬁk me_ﬁilai seberapajauh peIa§M yang
diberikan kepada masyarakat, apakah sudah memenuhi harapan masyarakat selaku
pengguna jasa pelayanan dalam hal pemberian pelayanan, selain itu juga
pengukuran kinerja dapat dijadikan tolak ukur apakah masyarakat sudah puas
dengan kinerja pelayanan yang ada. Dengan adanya informasi tentang penilaian
kinerja tersebut dapat dijadikan acuan untuk memperbaiki kinerja agar lebih
sistematis dan tepat arah sebingga tujuan ataupun misi organisasi bisa tercapai dan
pelayanan publik yang diberikan bisa lebih optimal. Dengan adanya kinerja
pegawai yang tinggi maka organisasi tersebut akan berjalan secara efektif, efisien
dan responsif dalam memberikan pelayanan.

Responsivitas dalam salah satu konsep yang digunakan dalampengukuran
kinerja sangat diperlukan dalam pelayanan publik salah satunya adalah dalam
pelayanan publik. Hal tersebut merupakan bukti kemmpumorgaﬁsasi untuk
mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda,dan priontas pelayanan serta
mengembangkan program-program pelayanan publik sesunai dengan kebutuban

dan aspirasi masyarakat.Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator

kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan
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organisasi publikdalam menjalankan misi dan tujuannya terutama untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sesuai analisis terhadap dimensi/faktor peluang yang diuraikan di atas,
maka diketahui bahwa permasalahan responsibilitas Dinas Pariwisata Provinsi
Kepulavan Riau disebabkan oleh masih adanya sikap responsif yang rendah
ditunjukkan karepa adanya ketidakselarasan antara pelayanan yang ad_a dan
kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan kegagalan suatu organisaéi :dalam
mewujudkan tujuan dan misi organisasi.

Kinerja pegawai fokusnya kepada hasil yang diharapkan dapat dicapai
individu dan bagaimana kontribusi mereka terhadap pencapaian target per orang,
tim, departemen dan instansi serta penegakan nilai dasar instansi.Dari uraian
tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja
dapat bersumber dari dalam individu pegawai maupun dari luar individu. Tinggal
bagaimana kebijakan organisasi mampu menyelaraskan antara faktor-faktor
tersebut.

Keberhasilan suatu organisasi sangat ditentukan oleh
kemampuannyamentransformasikan diri sesnai tunfutan perubahan dan
memperkuat budayayang mendukung tujuan orgaﬁsasi. Organisasi memasuki era
perbaikan secaraterus menerus yang kelangsungan hidupnya ditentukan oleh
kemampuanorganisasi mengembangkan potensi sumber daya manusianya.
Semakindisadari bahwa pegawai menjadi sumber daya yang terpenting
dalamorganisasi, kinerja pegawai sangat menentukan keberhasilan organisasi

secarakeseluruhan. Tanpa pegawai yang berkinerja tinggi, organisasi akan
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gagalmencapai tujuannya. Oleh karena itu, pembinaan dan pengembangan sumber
daya aparaturbaik dari segi kemampuan, keterampilan maupun mentalnya,
merupakan bagianyang penting dan strategis dalammenyelenggarakan
pembangunan baik pusat maupun daerah termasuk didalamnya Dinas Pariwisata
Provinsi Kepulauan Riau.

Kemampuan ~ kinerja  pegawai dalam  melaksanakan setiap
pekerjaankedinasan mérﬁahg sangat diharapkan oleh setiap instansi atan
organisasi untukmencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian
kemampuan aparatursangat menentukan keberhasilan atas pekerjaan yang
dilaksanakan pegawai,apalagi instansi Dinas Pariwisata Provinsi Kepulanan Riau
yang merupakan salah satu instansipemerintah yang mempunyai tugas
memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk meningkatkan kinerja pegawai pada Dinas Pariwisata Provinsi
Kepulauan Riautentu ada faktor yang mempengaruhinya, terutama hasil
kerjapegawai yang selalu jadi sorotan bagi setiap masyarakat dalam
pelayanan.Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riaumempunyai tugas dan
tanggung jawab yang sangat kompleks terutama dalammemberikan pelayanan
kepada masyarakat yang membutuhkan pegawai-pegawaiyang menghasilkan kerja
yang baik dan mempunyai kemampuan sumber dayamanusia yang tinggi serta
saling membangun kerja yang akrab antar sesamapegawai di kantor dalam
melaksanakan setiap pekerjaannya.

Sehubungan denganpenjelasan diatas dapat diketahui bahwa dalam

meningkatkan kinerja pegawaipada pada Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan
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Riau ada beberapa faktor pendukungyang mempengarshinya. Berikut
faktorpendukung yang mempengaruohi kinerja pegawai padaPada Dinas Pariwisata
Provinsi Kepulauan Riau yaitu:
1. Kualitas Kerja

Pekerjaan yang dihasilkan oleh setiap pegawai tentu dengan harapan
dapam_;embedkan kepuasan layanan kepada masyarakat. yang merupakan
salahsatukewajiban yang harus dllalmkan oleh setiap p;éawai. Dengmdenﬁkaﬁ '
bahwa kualitas kerja pegawai pada Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau ada
faktoryang mempengaruhinya, salah satunya adalah kualitas kerja. Kualitas
kerjadimaksud adalah bagaimana seorang pegawai dalam memberikan pelayanan
yangbaik kepada masyarakat, jika masyarakat merasa puas dengan layanan
yangdiberikan oleh pegawai, maka kualitas kerja pegawai sudah dapat dikatakan
baik,namun apabila masyarakat selalu mengeluh dengan pelayanan yang diberikan
olehpegawai maka dapat dikatakan bahwa kualitas kerja pegawai kurang baik.

Berdasarkan pengamatan penelitt dilapangan, dan wawancara
denganbeberapa masyarakat serta berdasarkan kuisioner yang diajukan ternyata
benar,adanya indikasi masyarakat yang mengeluh terhadap pelayanan yang
diberikanoleh pegawai. Maka hal itu dai)at dikatakan bahwa kualitas kerja
yangdilaksanakan pegawai menjadi faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai
padaDinas Pariwisata Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Kuantitas Kerja.

Banyaknya pekerjaan yang dilakukan daﬁ kesempumaan dalam

setiappekerjaan yang dilaksanakan oleh pegawai tentu sudah menjadi tujuan
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utamadalam instansi pemerintahan dan juga organisasi, terutama instansi
pemerintahanpada Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau yang
memberikanpelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan
bahwa hasilkerja yang baik dan tepat waktu tentu merupakan hal yang sangat
mutlakmemberikan kepuasan kepada masyarakat.

Namun pada kenyataanya untukmelaksanakan hal i_tu tidaklah mudah,
tentu“b;mylak faktoryanginempeng'_aﬁ]hmya, dan salah safunya adalah kuantitas
kerja. Kuantitas kerja yangdimaksud adalah banyaknya suatu pekerjaan dan
ketepatan waktu yang digunakanoleh setiap pegawai dalam melaksanakan setiap
pekerjaan, sehingga dapatmemberikan kepuasan kepada masyarakat.

Masyarakat yang datang kekantor akan merasa puas dan nyaman
denganlayanan yang diberikan oleh pegawai kepada masyarakat. Apabila
setiappekerjaannya dilaksanakan dengan baik dan sempuma serta dengan
memakaiwaktu secukupnya. Namun masyarakat akan merasa tidak nyaman dan
merasadirugikan apabila setiap pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai selalu
hasilnyatidak maksimal dan memakan waktu yang cukup lama melebihi waktu
yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara peneliti dapat memberikan
parapan singkat hasil analisis kinerja pegawai padapada Dinas Pariwisata Provinsi
Kepulavan Riaubelum berjalan dengan baik dan merupakan suatu hasil kerja yang
dihasilkan oleh seorang pegawai yang diartikan untuk mencapai tujuan yang

diharapkan. Namun dalam pelaksanaanya masih ada beberapa indikator yang
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menjadi kendala dalam upaya peningkatan kinerja pegawai, indkator dalam

kinerja pegawai Dinas Pariwisata yaitu:

a)

d)

g)

Rendahnya kriteria tujuan organisasi disebabkan oleh ketidakpahaman dan
ketidaktahuan sebagian kecil pegawai terhadap ketersediaan Standard

Operating Procedur (SOP) yang telah ada;

Rendahnya kriteria standar disebabkan oleh rendahnya kualitas layanan

sebagian kecil pegawai dalam ﬁlendukung peran dan ﬁ.mg31 Dinas P-ariwisata;

- Rendahnya kriteria umpan balik disebabkan oleh masih ada sebagian kecil

pegawai yang kurang dapat menerima beban kerja yang tinggi;

Rendahnya kriteria alat/sarana disebabkan oleh rendahnya penegakan aturan
yang ditetapkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kepulanan Riau yang
menyangkut tata cara, prosedur, dan sistem kerja dalam melaksanakan
kegiatannya;

Rendahnya kriteria kompetensi disebabkan oleh rendahnya pelaksanaan kerja
sebagian kecil pegawai yang akuntabel untuk mendukung peran dan fungsi
DiI;as Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau;

Rendahnya kriteria motif disebabkan olehmasih adanya disiplin kerja
sebagian kecil pegawai dalam mendukung tugas Dinas Pariwisata Provinsi
Kepulauan Riau; dan

Rendahnya kriteria peluang disebabkan oleh rendahnya faktor responsivitas
dan responsibilitas sebagian kecil pegawai dalam mengenali kebutuhan

masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan
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program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi
masyarakat.

Selain belum diterapkannya indikator-indikator di atas secara maksimal,
penelitt mencatat masalah penting sebagai faktor penghambat dalam peningkatan
kinerja vaitu faktor responsivitas dan responsibilitas di Dinas Pariwisata Provinsi
Kepulavan Riau. Hal ini ditandai bahwa masﬂ:t pérlunya peningkatép l-gémampuan
profesional pegawainya di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi K;epulauﬁn Riau
yang berdasarkan keterampilan yang dimiliki. Selain itu, untuk me-review kinerja
masa lalu dan menilai potensi bawahan, penyelia mencari informasi tentang
kandidat di unit kerja lain yang memiliki kualifikasi tertentu. Sedangkan promosi
terbuka dapat diarahkan untuk mereka yang paling berkualifikasi dan diumumkan
lewat papan pengumuman dan buletin.Selain itu ada beberapa capaian kinerja
orgam'sési yangbelum sesuai target, di antaranya adalah persentase pencapaian
sasaran kerja pegawaidipengaruhioleh kinerja kelompok dan kinerja individu.
Dengandemikiaan, kinerja yang dicapai organisasi tidak terlepasdari perilaku
orang-orang yang ada di dalam organisasi.

Mengenai kinetjapegawai Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau,
dilihat dari kualitas pekerjaansudah belum meadai. Hal ini terlihat dari hasil
pekerjaan yang rapi karena belom didukung oleh sarana dan prasarana yang
memadai pula. Kinerja pegawai dilibat dariketepatan masih kurang. Dari segi
ketelitian, para pegawai masih banyak_ yangmelakukan kesalahan-kesalahan yang

disebabkan oleh latar pendidikan yang kurang memadai serta pengalaman yang

kurang mencukupi. Dari segi ketepatan waktu, para pegawaiterlihat kurang
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disiplin dalam mentaati peraturan kantor dengan datang terlambatserta keluar
kantor saat jam kerja.

Kinerja pegawai dilihat dari standar pegawai belum optimal, hal ini
terlihat dari kesigapan prosedur para pegawai dalam memberikaninformasi serta
mengikuti instruksi yang diberikan oleh atasan sesuai denganfungsi dan tanggung
jawab yang diberikan Kinerja pegawai dilihat dari kemampuan para pegawai
masih kurang. Halini disebabkan oleh kurangnya jumlah staff pegawai yang ada
untukmelaksanakan semua pekerjaan serta latar pendidikan dan pengalaman
sebagianpegawai yang masih rendah Kinerja pegawai dilihat dari sarana dan
prasarana sudahterlaksana dengan baik, Hal ini ditunjukkan dengan penggunaan
teknologi sertasarana dan prasarana untuk menunjang koordinasi dan informasi
para pegawai di Dinas Pariwisata Provinsi Kepulanan Riau.

Selanjutnya jika dilihat dari sisi implikasi teoritik, hasil penelitian ini
menjelaskan bahwa tolok ukur kinerja yang didasarkan dari konsep tujuan,
standar, umpan balik, alat/sarana, kompetensi, motif, dan peluang telah
dilaksanakan pada Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, namun semua
aspek tersebut diakui belum dapat diwujudkan secara maksimal, karena kapasitas
sumber daya manusia atau pegawai yang dimiliki Dinas Pariwisata Provinsi

Kepulauan Riau masih terbatas, baik dari sisi kuautitas maupun kualitas.
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BAB YV
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ditemukan bahwa kinerja
pegawai di Dinas Pariwisata Provinsi ‘Kepulauan Riau belum maksimal. Hal ini
dikarenakan masih adanya keterlambatdn. kedatangazi waktu kerja dan pulang
lebih cepat dari standar waktu yang telah ditentukan, selain itu pula ditandai
masih minimnya sarana dan prasana dalam menunjang pelaksanaan pekerjaan.
‘Penghambat belum maksimalnya kinerja pegawai dianalisis dari faktor fujuan,
standar, umpan balik, alatatau sarana, kompetensi, motif dan peluang.Bardasarkan
hasil penelitian ditemukan penyebab utama dari hal tersebut di atas, yaitu: masih
terbatasnya kapasitas sumber daya manusia atau pegawai yang dimiliki Dinas
Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.

Selain itu juga masihadanya kendala responsivitas pegawai yang
disebabkan belum adanya pengembangan komunikasi eksternal secara nyata oleh
jajaran aparatur pelayanandi Dinas PariwisataProvinsi Kepulauan Riau. Seperti
kurang akuratnya kesamaan persepsi antara harapan masyarakat dan aparatur
terhadap kualitas pelayanan yang diberikan, serta ketidakselarasan antara
pelayanan yang ada dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, regdahnya
kinerja pegawai menyebabkan tujuan pelaksanaan program belum memadai
dengan kemampuan aparaturuntuk peningkatan kualitas pelayavan publik yang

tepat waktu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

98
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5.2. Saran-saran

1)

2)

3)

Diharapkan peran Pimpinan pada Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan
Riau perlu memberikan perhatian yang merata kepada pegawai dalam
memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam penentuan tujuan
organisasi, dan melibatkan dalam merencanakan pelaksanaan program
sehingga pegawai dapat merasakan perannya di dalam melaksanakan
program 'yang ada demi meningkatkan motivasi pegawai agar lebih
bertanggung jawab kepada tugas yang diembannya, selain itu pimpinan
untuk dapat lebih berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaan program
serta memberikan masukan dan membimbing bawahan agar pegawai
dapat memacu kemampuan untuk dapat bekerja sama denrgan baik.
Diharapkan pimpinan pada Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau
harus memberikan kesempatan sama kepada pegawai untuk
meningkatkan kemampuan pegawai, baik dalam melaksanakan kegiatan
pelatihan dan pendidikan ataupun mengikutkan dalam kegiatan
pelatihan dan pendidikan di luar Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan
Riau secara merata dengan melihat kondisi pegawai, hal ini untuk
meningkatkan kinerja pegawai yang dengan sendirinya berpengaruh
dengan kinerja organisasi.

Pimpinan pada Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau perlu
menempatkan pegawai pada pekerjaan dan/atau posisi yang tepat sesuai

dengan pendidikan dan keterampilan kerjanya.
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Checklist Observasi (Check List) ‘
Kinerja Pegawai Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

(Studi: Dinas Pariwisata)

No Indikator Ya | Tidak Keterangan
1 | Tujuan

a. Menyelesaian  pekerjaan N . Pedoman SOP belum
sesuai dengan waktu yang tersostalisasi dengan
ditentukan. baik

b. Adanya Tugas dan fungsi| + . Berdasarkan SK ada
(Tupoksi) sesuai dengan bidang  penugasan |
visi dan misi' dinas pegawai yang seusai
pariwisata dengan peraturan

2 | Standar

a. Beban kerja pegawai | < . Ukuran standar kegja

sesuai dengan kemampuan pegawai di setiap
bidang sesuai dengan
keahlian dan
kemampuan

b. Target pekerjaan yang + . Belum adanya target
dapat diselesaikan pekerjaan, karena

Jenis pekerjaan
bidang layanan jasa
publik

3 | Umpan Balik

a. Evaluasi kinerja pegawai| . Laporan  kemajuan
terhadap peningkatan kinerja tercatat dalam
fungsi pegawai Lakip setiap talun

b. Penilaian evaluasi kinerja | + . Penerimaan hasil
pegawai  dengan  me- penilaian untuk
manfzatkan umpan balik peningkatan

4 Alat atau sarana

a. Alat atau sarapa | . Alat atau sarana
merupakan sumber daya merupakan  faktor
yang dapat dipergunakan penunjang untuk
untuk membantu pencapaian tujuan.
menyelesaikan tujuan
dengan sukses.

b. Kondisi sarana dan prasana | + . Kondisi sarana dan
ruang kantor memadai prasana dapat
dalam melaksanakan digunakan dalam
Tupoksi yang  telah menunjang  kinerja
ditetapakan pegawai

5 Kompetensi
a. Kompetensi  merupakan . Kompetensi merupa-

persyaratan utama dalam

kan kemampuan yang
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No Indikator Ya | Tidak Keterangan
pencapaian kinerja. dimiliki  seseorang
untuk  menjalankan
pekerjaan yang
diberikan kepadanya
dengan baik

b. Kompetensi pegawai . Adanya prestasi
belum sesuai dengan y pegawai belum sesuai
bidang yang ditempatkan harapan

6 Motif .

a. Dorongan umtuk disiplin | . Harapan untuk men-
bekerja di setiap unit / capai penghasilan
bidang kerja yang memuaskan

b. Beban kerja telah { . Adapa pedoman
ditetapkan sesuai dengan pelaksanaan bekerja
Peraturan yang telah secara efektif telah
ditetapkan disosilaisasikan

7 Peluang
a. Ketersediaan peluang + . Kemamuan  untuk
promosi dan jabatan di memenuhi  berbagai
, setiap biidang persyaratan promosi
| masih rendah
| b. Ketetersediaan  peluang | + . Dominasi antara
kenaikan pangkat di setiap loyalitas  organisasi
bidang melalui beberapa dengan loyalitas
akses pimpinan

Sumber: Widodo (2014:102)
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No

Tanggal

Keterangan

Data Wawancara

i

11-5-2017
09.30

Informan A
Pegawai

“Bagaimana menyelesaikan pekerjaan  sesuai
dengan waktu yang ditentukan”

Penyelesaian pekerjaan pada Dinas Pariwisata
Memiliki SOP yang jelas. Sebagai Contoh :
Pengajuan Pencairan kegiatan, seandainya
berkas adm permintaan sudah lengkap, maka
proses pembuatan SPP dan SPM paling lama 2
Hari Kerja .

0252017

10.30

Informan Kabid
Pengadaan,
Informasi
Kepegawaian
dan Penilaian
Kinerja

Penyelesaian pekerjaan sudah sesuai dengan
waktu yang ditentukan di Dinas Pariwisata
Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini dapat dilihat
dari SKP Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan
Riau bahwa target pencapaian kinerja yang
dirancang diawal tahun tercapai dengan baik.
Namun, dalam pelaksanaannya ternyata masih
ditemukan adanya ketidaksesuaian pembebanan
pengeluaran atau belanja yang ditentukan

05-5-2017
11.00

Informan
Kasubag Umum
dan
Kepegawaian

Penyelesalan pekerjaan sesuai dengan target
waktu (efektif) yang ditentukan oleh Kepala
Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau sesuai
dengan tujuannya yang ditetapkan. Khususnya
pegawai di Dinas Pariwisata penyelesaian
pekerjaan sudah dilaksanakan dengan sebaik-
baiknya (efisien) sesuai dengan tupoksi disetiap
bidang masing-masing

17-5-2017
13.30

Key Informan

Secara normatif sudah seswai akan tetapi
tergantung pada jangka waktu pelaksanaan
pekerjaan contoh target kegiatan bulan april
namun kondisi keuangan dan waktu. Karena
pekerjaan di Pariwisata sesuai dengan Renstra
yang telah diatur. Kami kan bekerja arahmya
untuk mendukung Dinas Pariwisata, begitu juga
unit keja yang lain yang ada di lingkungan
Dinas Pariwisata. Sudah menjadi tugas kami
sebagai pegawai untuk mendukung organisasi,
juga setiap tugas unit kerja yang lain sesuai
dengan pembagian kerja yang telah ditemtukan

Kami terus berupaya meningkatkan kinerja
meskipun terkadang ada saja penyelesaian
pekegjaan yang menuntut waktu yang cukup
banyak. Tapi meskipun demikian kami terus
memberikan yang terbaik bagi unit kerja kami
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Tanggal

Keterangan

Data Wawancara

05-5-2017
11.00

Informan
Kasubag Umum
dan Kepeg.

Selama ini kami cukup dibantu oleh pegawai
dari Unit Kerja lain, kalau bisa kinerjanya
dipertahankan, bahkan ditingkatkan lagi. Hal ini
tentu saja terkait dengan realiasi peningkatan
kualitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi
unit kerja.

17-5-2017
13.30

Key Informan

Beberapa individu merasa belum bisa mengatur
jadwal sesuai dengan apa yang akan dilakukan, |
misalnya saja memakai agenda. Sudah tertulis
pada hari senin misalnya = aparatur harus
mengerjakan sesuatu dan harus sélesai pada sore
harinya, ternyata ada beberapa sebab yang yang
menjadi masalab untuk mencapai target tersebut,
batk itu yang kita bentuk sendiri sebagai upaya
rasionalisasi atau secara nyata terdapat halangan.
Mungkin kurang disiplin, kurang motivasi, dan
kurang gigih untuk mencapainya

06-5-2017
11.00

Informan
Kasubag Umum
dan Kepeg.

“Bagaimana pandangan terhadap SOP sebagai
bentuk pengambilan keputusan”

Setiap organisasi bagaimanapun bentuk dan
apapun jenisnya, membutuhkan sebuah panduan
untuk menjalankan tugas dan fungsi setiap
elemen atau unit organisasi. Standar Operasional
Prosedur (SOP) disini, dignnakan pegawai agar
memudahkan, merapihkan dan menertibkan
pekerjaan. Sistem ini berisi urutan proses
melakukan pekerjaan dari awal sampai akhir.
Namun SOP organisasi memang sudah ada tetapi
belum semua dibuat dan sebagian besar pegawai
kurang melaksapakan SOP yang sudah
dinyatakan dalam Pedoman Teknik Pelaksanaan

Kerja

11-5-2017
09.30

Informan
Stafpegawai

Kami memang melaksanakan SOP yang
umumnya sudah ada tetapi kadang tidak semua
prosedur SOP kami lakukan. Hal ini tentu saja
terkait dengan realiasi peningkatan kualitas
dukungan terhadap pelaksanaan fungsi unit
kerja. Namun, belum sebagian pegawai beum
bisa mengarahkan petugas/pegawai untuk sama-
sama disiplin dalam bekerja bahan belum bisa
dijadikan seebagai pedoman dalam
melaksanakan pekerjaan rutin.

11

02-5-2017
10.30

Informan
BKPSDM

“Bagaimana mengevaluasi kinerja pegawai
dengan tepat?” '
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Evaluasi kualitas layanan Unit Kerja sudah
cukup baik dalam mendukung peran dan fungsi
Dinas Pariwisata.

12

06-5-2017
11.00

Informan

Kasubbag.

Umum &
Kepegawaian

Hal ini senada dengan pernyataan Kepala Sub
Bagian lainnya, yang intinya menyatakan bahwa
evaluasi tugas pokok dan fungsi kami sudah

dilakukan secara rutin untuk mendukung peran

dan fungsi Dinas Pariwisata.

13

1152017 |

05.30.

Informan
Staf

Evaluasi pelayanan setiap unit kerja sudah cukup
baik untuk mendukung peran dan fungsi Dinas
Pariwisata, tetapi masih ada beberapa kendala
dalam pelaksanaan fugasnya terutama yang
terkait dengan rendahnya kualitas dan kesesuaian
produk oleh setiap unit kerja. Hal ini terlihat dari
masih kurang maksimal pelayanan yang
berkualitas antara lain didasarkan pada akurasi
pelayanan  berkaitan  dengan  reliabilitas
pelayanan dan belum bebas dari kesalahan-
kesalahan

14

17-5-2017
13.30

Key Informan

Setiap ASN diwajibkan menyusun Pencapaian
Kinerja Pegawai di awal fahun. Hal ini
dimaksudkan agar ASN memiliki acuan dalam
bekerja dan mencapai target sesuai dengan yang
direncanakan di awal tahun. Namun adanya
perubahan dari pola penilaian dari DP3 ke arah
Sasaran Kerja Pegawai, beberapa pegawai tidak
terbiasa menuliskan target, pimpinan senantiasa
memberikan arahan agar diperhatikan terus
pengisian target secara tepat

15

17-5-2017
13.30

Key informan

Sebenamya umpan balik kinerja kepada pegawai
merupakan pemberian informasi tentang tepat
dan tidaknya atau baik dan tidaknya pekerjaan
yang dilakukan pegawai pada periode tertentu.
Hal ini untuk mengevaluasi bagaimana kinerja
mereka dan memberikan arahan yang tepat untuk
kinerja yang lebih baik lagi dimasa
depan.Pegawai akan senang jika mereka
mendapatkan umpan balik yang positif dar
atasan bukan cacian atau kata-kata yang tidak
mengenakkan. Jutru pegawai harus memberikan
motivasi pada mereka bagaimana meningkatkan
kinerjanya. Pada dasamya umpan balik
mengarah pada masa depan baik pegawai
maupun instansi. Pembenahan ini tentu akan
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menguntungkan kedua belah pihak, untuk
memberikan umpan balik kinerja kepada
pegawai harus dilakukan pendekatan untuk
menelaah permasalahan yang dihadapi setiap
pegawai

16

11-5-2017
09.30

Infonnan
Staff

“Bagaimana memanfaatkan tata ruang kantor
agar bisa memberikan kepuasan bagi pegawai”

Secara operasional pelayanan Dinas Pariwisata
harus didasarkan pada tata laksana pelayanan
yaitu segala aturan yang ditetapkan oleh Dinas
Pariwisata yang menyangkut tata cara, prosedur,
dan sistem kerja dalam melaksanakan
kegiatannya. Selanjutnya, pelayanan tersebut
harus diatur dalam suatu tata laksana yang
mengandung sendi-sendi pelayanan publik

17

06-5-2017
11.00

Informan
Kasubag Umum
dan Kepeg

Biasanya dalam perkantoran terdapat adanya
sarana baik maupun sarana teknologi untuk
mendukung kerja para karyawan guna mencapai
tujuan perkantoran tersebut. Sarana merupakan
benda yang bergerak sangat diperlukan terutama
perjalanan dinas survei lapangan. Di samping itu
pula, peran teknologi digunakan untuk
menambah pengetahuan yang diterapkan melalui
alat untuk mengerjakan  sesuatu  agar
terpenuhinya  kebutuhan manusia, misalnya
komputer. Sarana dan sarana teknologi tentulah
sangat berkaitan dan dibutuhkan pegawai

18

11-5-2017
09.30

Informan
Staf

“ DBagaimana pelaksanaan kompetensi yang
merupakan persyaratan utama dalam kinerja 7”

Kompetensi PNS ini berkaitan dengan
kemampuan berupa pengetahvan, keterampilan,
kecakapan, sikap dan perilaku yang diperlukan
dalam pelaksapaan tugas pokok, fungsi
kewenangan dan  tanggungjawab  yang
diamanatkan kepadanya. Untuk itu kualifikasi
aparatur pemerintah (PNS) di Dinas Pariwisata
hanya diberlakukan ketika setiap PNS yang akan
memegang jabatan struktural baik eselon IV, III,
II dan I harus memiliki standar kompetensi
jabatan dan kompetensi manajerial sesuai
keputusan yang telah ditetapkan
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19

02-5-2017
10.30

informan
BKPSDM

Pelatihan berbasis kompetensi sangat diperlukan
dalam pengembangan SDM aparatur karena
pelatihan yang dilakukan secara konvensional
hanya menghasilkan peserta pelatihan memiliki
“pengetahuan  mengenai apa”. Sementara
pelatihan yang berbasis kompetensi
memungkinkan peserta setelah selesai, tidak
sekedar mengerti, akan tetapi “dapat melakukan
sesuatu” yang harus dikerjakan. Namun,
kenyataannya materi pelatihan yang disajikan
belum terbarukan (update)

20

1752017 |

13.30

Key Informan

Kompetensi sebaiknya diawali dari perubahan
pola pikir PNS dari ingin dilayani menjadi
pelayan (pamong) yang menyenangkan
masyarakat. Dari pola budaya santai, malas-
malasan dan tidak berdisiplin, menjadi pola
budaya kerja keras, bersemangat, inovatif, kreatif
dan berdisiplin. Dari sistem tatakelola
(manajemen) pemerintahan yang birokratik ke
sistem pemerintahan bercorak bisnis/wirausaha

21

06-5-2017
09.00

Informan
Sekretaris Dinas

Setiap enam bulan sekali kami mengusulkan
permohonan untuk mengikuti lursus singkat
yang diselenggarakan oleh Kemenpan RB
sehingga nanti kebutuhannya dapat diarahkan
kemampuan pegawai tidak hanya administratif.
Kebutuhan akan kompetensi untuk terus upgrade
kemampuan mereka

22

Isi Data tentang:
Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan
Riau Tahun 2017

23

06-5-2017
09.00

Informan
Sekretaris Dinas

“Apakah beban kerja dengan hasil kerja tidak
berimbang! Mengapa demikian?”

Dalam melakukan pekerjaan, seorang pegawai
berbuat atau tidak berbuat bukanlah semata-mata
dodorong oleh faktor-faktor ratio (pikiran), tetapi
juga kadang-kadang dipengaruhi oleh faktor
emosi (perasaan). Oleh karena itu, faktor-faktor
ini perlu mendapat perhatian dalam pemberian
motivasi, supaya motivasi itu befuk-betul tepat
sasaran. Jadi, perubahan perilaku disini adalah
perilaku kerja, dalam arti bahwa pemberian
motivasi kepada para pegawai, agar mereka tetap
bersedia melaksanakan pekerjaan sesuai dengan
kecakapan yang mereka miliki. Oleh karena itu,
diharapkan mereka bukan saja asal mau bekerja,
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tetapi yang terpenting adalah pekerjaan itu sesuai
dengan apa yang diinginkan oleh organisasi

24

06-5-2017
11.00

Informaﬂ
Kasubag Umum
dan Kepeg

Biasanya teknik pemberian motivasi kerja
kepada pegawai di sini biasa ada dua yakni
teknik motivasi positif dan teknik motivasi
negative. Pemberian motivasi kerja terhadap
peawai ditentukan oleh situasi dan kondisi
pegawali itu sendiri. Upaya tersebut akan berhasil
dengan baik apabila setiap PNS memiliki
motivasi. tinggi untuk terus meningkatkan
kinerjanya dan memiliki rasa "takut" terhadap
ancaman yang timbul oleh prestasinya yang
rendah. Hendaknya situasi kerja tidak boleh
selalu berada pada "zona aman" secara terus
menerus, karena akan melemabkan hingga
mematikan kreativitas dan motivasi serta prestasi
individu yang pada akhimya akan melemahkan
lembaganya. Sehingga belum terbiasa dengan
pola pelathan yang telah diberikan, apalagi
berhubungan dengan kinerja, tentunya hal ini
akan merugikan lembaga.

25

11-5-2017
09.30

Informan
Staf

Adanya ketidak-adilan sosial di lingkungan kerja
di salah satu Dnas dengan jumlah PNS mencapai
puluhan yang terdiri dari empat bidang yaitu
bidang A, B, C, D yang masing-masing bidang
memiliki tugas kerja yang berbeda. Namun ada
perlakuan dan kompensasi kbusus yang
diberikan hanya kepada salah satu bidang saja
yaitu bidang A, tentu hal ini akan menurunkan
motivasi kerja PNS yang bertugas di bidang B,
C, D. Turunnya motivasi kerja ini berdampak
pada penurunan kinerja dan kualitas pelayanan
publik pula.

26

06-5-2017
05.00

Informasn
Sekretaris Dinas

Sebaiknya untuk menciptakan situasi kerja yang
tidak kondusif adalah bagaimana ketika
seseorang larut dalam budaya kerja materialistik
yang menuhankan pangkat, jabatan yang tinggi,
deposito yang besar, mobil yang bagus, rumah
yang mewah maka yang terjadi adalah tujuan
yang menghalalkan segala cara. Untuk mencapai
tyjuan-tujuannya tersebut maka ia akan
melakukan apapun termasuk menjilat, menyikut,
menjegal kawan seiiring, yang paling penting
menurutnya adalah bagaimana tujuan-tujuannya
tersebut dapat tercapai. Jika kerakusan telah
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merajalela maka yang terjadi adalah hukum
rimba dimana yang kuat yang akan bertahan.
Dan apabila hal itu terjadi maka yang akan
bernasib malang adalah PNS vyang tidak
memiliki kekuatan

27

11-5-2017
09.30

Informan
_ Staf

“Bagaimana kesempatan pengembangan yang
diberikan pegawai agar berprestasi”

Sebagai pencapaian yang tinggi, prestasi
umumnya diraih dengan usaha yang tidak
gampang dan sederhana. Prestasi lazim diraih
dengan usaha dan kerja vang keras, bahkan tidak
jarang amat keras. Pribadi yang berprestasi
biasanya adalah pribadi yang ulet, tekun, rajin,
disiplin, tangguh, memiliki tekad yang kuat,
tidak mudah puas, dan tidak mudah putus asa.
Orang yang manja, malas, tidak berdisiplin, dan
mudah menyerah sangat sulit atau mustahil
mampu meraih prestasi

28

02-5-2017
10.30

Informan

Kabid
Pengadaan, Info
Kepeg dan
Penilaian
Kinerja

Dengan begitu jelas, prestasi diperoleh lewat
proses yang sulit dan panjang. Namun, prestasi
dapat diraih oleh setiap orang. Setiap orang
memiliki peluang dan kesempatan untuk meraih
prestasi. Prestasi bukanlah monopoli orang-
orang yang jenius, pandai, cantik, tampan, kuat,
atau kaya. Orang yang dar segi kecerdasan
biasa-biasa saja dan secara ekonomi lemah
(miskin) banyak sekali yang merath prestasi
tinggi dan sukses besar dalam hidupnya,
sebaliknya tidak sedikit orang yang cerdas lagi
kaya pada masa-masa akhir kehidupannya jatuh
menjadi orang yang gagal, miskin, telantar, dan
menderita,

29

17-5-2017
13.30

Key Informan

Manfaatkan semua peluang dan setiap pegawai
sebaiknya harus terfokus pada peluang tersebut.
Perlunya kesadaran bahwa kesuksesan tidak
datang begifu saja. Pegawai harus dapat
menindaklanjuti peluang dengan penuh percaya
diri dan semangat agar anda mendapatkan
kehidupan yang diinginkan dan supaya anda
mampu memanfaatkan berbagai peluang anda
harus menerapkan sikap positif kekuatan orang
lain untuk mewujndkan semua peluang. Setelah
terwujud anda jaga perilaku dan sikap karena
setiap diri pegawai tidak sanggup merealisasikan




43411.pdf13

No

Tanggal

Keterangan

Data Wawancara

peluang tanpa bantuan orang lain

30

06-5-2017
11.00

Informan
Kasubag Umum
dan Kepeg

“Faktor-faktor apa -saja menghambat kinerja
pegawai di Dinas Pariwisata?”

Responsivitas setiap unit kerja sudah cukup baik
dalam mendukung peran dan fungsi Dinas
Pariwisata namun sebagian pegawai belum bisa
memberikan respon untuk mendukung peran dan
fungsi Dinas Pariwisata. -

31

1152017
09.30

Informan
Staf

Pegawai setiap unit kerja sudah cukup responsif
untuk mendukung peran dan fungsi Dinas
Pariwisata, tetapi masih ada beberapa kendala
dalam pelaksanaan tugasnya terutama yang
terkait dengan belum optimalnya kemampuan
dan motivasi kerja dalam mendukung peran dan
fungsi Dinas Pariwisata

32

06-5-2017
09.00

Informan -
Sekdis

Responsibilitas unit kerjanya sudah cukup baik
dalam mendukung peran dan fungsi Dinas
Pariwisata. Hal namun pemahaman mekanisme
pelayanan yang responsif umumnya belum
cukup memuaskan untuk mendukung peran dan
fungsi Dinas Pariwisata
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